KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : MA/SEK/07/SK/ITI/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA. WR}'A SERKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHEKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005,
* dipandang perlu menetapkan organisasi dan
‘tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
~ Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1989
‘Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3400);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Neg‘u‘a
Repubhk Indonesm Nomor 3713); -



Memperhaukan
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3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

~tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004

~ Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4358);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang

+ Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

- Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359);

- 5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004

~tentang Perubahan Atas Undang-Undang
'Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik
Indomsm tahun 2004 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004
- tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

. Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik
_ Indonesm Nomor 4380);

_Pé:sct_ujua.n Me_nteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/105/
M.PAN/1/2006 Tanggal 24 Januari 2006.



MEMUTUSKAN:

Menétapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BAB I

SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

(1) Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara
yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
Mahkamah Agung.

(2) Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris
Mahkamah Agung.

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua
Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan
pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial
kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan,



< Pasal'3: 00 oy

Dalam melaksanakan tucras sebagmmana dimaksud daiam Pasal
2 Sekretanat Mahkamah Aguncr mempunyaz fungsi:

a

komdmam terhadap pelaksa,naan tuﬂas wunit organisasi di

: f,_lmckuno'an Sehctamat Ma,hkamah Aguﬂg dan Kepaniteraan

Mahkamah Agung, ALt

pembinaan dan p@i&ksa,naan dukungan teknis, organisasi,
administrasi dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung
dan Pengadilan di semua I:eno}cungan Peradilan;

perumusan dan pelaksa.naan kebl_]akaﬁ serta standarisasi teknis
di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi
peradilan, pranata dan tata iaksa.na per}\aia pada Pengadilan
di semua lmgkungan ?eradﬂan

pembinaan dari peiaksanaan penﬁawasan terhadap pelaksanaan
tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di
semua lingkungan Per achlan

.+ pembinaan ‘dan pelaksanaan penehﬁan ‘dan: ‘pengembangan

. serta pendidikan dan pelauha.n di-bidang hukum dan peradilan
+di lingkungan-Mahkamah Aaung dan Pengadllan di semua

lingkungan Peradilan;

* pembinaan dan pelaksanaan pexencanaan pengorcramsasmn

administrasi kepegawaian, finansial ‘perlengkapan ‘dan
ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta
kehumasan, keprotokolan dan kerumahtan ggaan ch Imgkunoan_

'fSekretanat Mahkamah Agung
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari: _
a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara;

d. Badan Pengawasan;

e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pend1d1kan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan;

f. Badan Urnsan Administrasi

BAB 11 _
DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM -

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas
membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pembinaan tenaga teknis, pembinaan adminisirasi peradilan,
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum




pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum,

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Direkiorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan
fungsi:

a.
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penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga
teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata
laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada
Mahkamah Agung dan Pengadﬂan di lingkungan Peradilan
Umum,;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,
pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana
perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah
Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umurn sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungsn Peradilan
Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua
lingkungan Peradilan Ummim;

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.



Bagian Kedua N
Susunan Organi_sasi -
Pasal 7

Dlrektorat Jenderatl 'Badan Paradﬂan Umu:rn terdn‘l darl

Sekretariat Dzrektorat Jenderal Badan Peradﬂan Umum
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum,
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata;. .. -

o Ao oop

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.

Bagian Ketlga GalinTE
-Sekretariat Direktorat Jenderal: Badan Peradﬂan Umum

Pasaj. 8

Sekretariat Direktorat Jenderal -Badan Peradilan Umum
mermpunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif
kepada semua unsur di lingkungan Dlrgktorat Jenderal Badan.
Peradilan Umum.

Pasal 9
Dalam melaksanakan figas sebagaimana’ dimakeud dalam Pasal’
8, Sekretariat Direktorat Eenderaﬁ[_ Badan Peradilan Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunian réncana dan program kerja-
dan penyusunan anggaran, Serta’ perbendaharaan dan :
pembuatan akuntansi dan laporan keuangan; R



b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja;

d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem
mformasi;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, ramah tangga dan perlengkapan
di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pasal 10

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri
dari: _

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bagian Kepegawaian;

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Bagtan Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.

AT

Pasal 11

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan serta pembuatan laporan keuangan dan verifikasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi : |
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" a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program
dan anggaran; .

b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran danj
perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara; - |

c. pelaksanaan penyusunan Iaporan keuanoan dan Venf'ﬂca31

-Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Keuangan' terdiri dari:”
a. Subbagian Perencanaan Program dan- Penyusunan Anggaran -
b. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;” i |
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 14

(1) Subbagian Perencanaan Prbgraﬁ{ dan Peﬁju's'ﬂﬁén Anggaran
mempunyai tugas melakukan penylapan bahan penyusunaﬁ :
rencana, program dan anggaran. "

(2) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai'tugas .
melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan: anggaran dan
perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah. pémbayaraﬁ
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara '

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai- iugas melakukan'
pelaksanaan penyusunan laporan I{euanuan dan Venﬁkaa _

) Pasal 15 R
Bagian Kepegawa;zan mempunyal tugas meiaksanakan urusan -
kepegawaian di llngkungan Direktorat Jenderal Badan Peradzlan: :
Umum. e e e




Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan
dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional,
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat,
penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;

C. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan
pensiun pegawai, :

Pasal 17

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

a. Subbagian Umum Kepegawaian;

b. Subbagian Mutasi;

c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 18

(1) 'Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional,
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan
dan mutasi kepegawaian lainnya.

(3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan
pensiun pegawai.
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. Pasal 19

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyal tugas
melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan
manajemen sistem informasi di lingkungan Direktorat Jend@ral
Badan Peradilan Umum. : '

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebafraimana dimaksud dalam Pasal
19, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunym fung31 _

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan;. dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;

b. pelaksanaan penyiapan . bahan- penelaahan, penataan dan
evaluasi pembakuan sarana kerja prosedur dan szstem
administrasi;

c. pelaksanaan vrusan dokumenta51 dan penylapan bahan
pelayanan informasi. :

Pasal 21 -

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdm dan
a. Subbagian Kelembagaan dan Pelapora.n

b. Subbagian Ketatalaksanaan;

c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 22

(1) Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan mempunym tuﬂas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan “dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan, =i



(2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi
pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi.

- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas
melakukan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan
pelayanan informasi,

Pasal 23

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,
rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Bagian Umum mempunyai. fungsi:

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan;

b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung,
sarana dan prasarana;

¢. pelaksanaan peﬁyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan,
distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

~ Pasal 25

Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
| b.’ Subb_agiém ‘Rumah Tangga;
c.  Subbagian Perlengkapan.: .
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Pasal 26

( I) Subbagmn Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan
surat menyurat, kear31pan dan penggandaan

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai. tugas melakukan
urusan perawatan dan pemehharaan gedung, sarana dan
prasarana. R Ca

(3) Subbagian Perlengkapan- mempun‘jrai tugas ‘melakukan
penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan ﬁlStl‘lbuSI

- inventarisasi dan penghapusan perlengkapan

Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Pasal 2’7

Direktorat Pembinaan Tenaga Tekms Peradﬂan Umum rﬂempunya;z
tugas melaksanakan penyzapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan -evaluasi'di bidang' pembinaan
tenaga teknis peradilan umum. : o

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, Direktorat Pemblnaan Tenaga Tekms Peradﬂan Umum
menyelencgarakan funcm

a. pelaksanaan pernmusan kebgakan standar norma kntena
dan prosedur, dan bimbingan tekms serta peny1apan
pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim;



b. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera
Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

c. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria

* dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan

pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

d. pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi
dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan
umum;

e. pelaksanaan urusan tata usaha;

Pasal 29

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum terdiri dari:

Subdirektorat Mutasi Hakim;

"=Subdi__rekt01'at Mutasi Panitera dan Jurusita;

) _Subcﬁréktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan;
Subdirektorat Data dan Evaluasi;

Subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

R T I

Pasal 30

Subdirektorat Mutasi Hakim mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan b1mbmgam teknis serta penylapan pengusulan
pencradaan, prom051 dan mutasi Hakxm
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" ?asal 31

‘Dalam melaksanakan tucas sebagannana dimaksud dalam Pasal

30, Subdirektorat Mutasi Hakim mempunyz—u fungsi:

a.

pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebljakan standa:i
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi
Hakim, penyiapan bahan pengusulan pengadaan,
penganglkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan,
cuti, pembeihenman dan pensiun Hak_tm di wilayah I;
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi
Hakim, penyiapan bahan -_pengusﬂlan . pengadaan,
pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan,
cuti, pemberhentian dan pensiun Hakim di Walayah H_
pelaksanaan urusan tata naskah mut351 Haklm

Pasal 32

Subdirektorat Mutast Hakim terdiri dari:

a.
b.
C.

Seksi Mutasi I,
Seksi Mutasi 11,
Seksi Tata Naskah.

Pasal 33

(1) Seksi Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Hakim, penyiapan bahan
pengusulan pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, pemindahan, cuti, -p_émberhentian dan pensiun
Hakim di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi,



Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur,

(2) Seksi Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Hakim, penyiapan bahan
pengusulan pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun
Hakim di wilayah II yang meliputi : Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
'Tenggara Timur, Maluku, Malukn Utara dan Irian Jaya.

(3) Seksi Tata Naskah mempunyai tugas melakukan urusan tata
naskah mutasi Hakim.

Pasal 34

Subdirektorat Mutasi Panitera dan Jurusita mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera
Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, Subdirektorat Mutasi Panitera dan Jurusita mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
* norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi
Panitera, Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita,

* penyiapan bahan pengusulan pengadaan, pengangkatan,

74



~“kenaikan” pangkat kenaikan gaji; pemmdahan cuti,

‘pemberhentian dan pensiun Panitera, Panitera Pengggantl dan
Jurusita di wilayah I; : o

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi
Panitera, Panitera Penggganti dan Jurusita, penyiapan bahan
pengusulan pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun
Panitera, Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita di
wilayah II;

c. pelaksanaan urusan tata naskah- mutaSI Panitera; Pamtera_
Penggganu dan Jurusita.- S &

Pasal 36

Subdirektorat Mutasi Panitera, Pamtera Peno*ogann dan Jumsﬂ:a
terdiri dari:

a. Seksi Mutasi I;

b. Seksi Mutasi II;

c. Seksi Tata Naskah. |

Pasal 37 - |

(1) Seksi Mutasi I mempunyai mgas':_mel__akukaﬁ penyiapaﬁ bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera
Penggganti dan Jurusita dan penyiapan bahan pengusulan
pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensmn Panitera,

Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita di wﬂayah
1yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,



Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
~ Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

(2) Seksi Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera
Penggganti dan Jurusita dan penyiapan bahan pengusulan
pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun Panitera,
Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita, di wilayah
Il yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Malukn Utara dan Irian Jaya.

(3) Seksi Tata Maskah mempunyai tugas melakukan urusan tata
naskah mutasi Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Pasal 38

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
standar, norma, kriteria dan proseditr, dan bimbingan teknis seria
penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim,
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

" Pasal 39

Dalam melaksanakan mgas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38, Subdirektorat FPengembangan Tenaga Teknis Peradilan
mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan penylapan bahan perumusan kebljakan standar |
norma, kriteria dan prosedur, dan blmbmgan tekms “serta
analisis kebutuhan penoembangan dan pemngkatan ‘mutu
Hakim; s

b. pelaksanaan penyiapan bahan pemmusan.kebijakan,.-standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis, serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

c. pelaksanaan penyiapan bahan evaluam dan rasionalisasi tenaga
‘teknis peradﬂan S AP

Pasal 40

Subdirektorat Pengembancan Tenaca Tekms Peradﬂan terdm dan
a. Seksi Peningkatan Mutu Haklm |

b. Seksi Pemngkatan Mutu Panitera dan J uru31ta

¢. Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi.

Pasal 41

(1) Seksi Peningkatan Mutu Hakim mempunyai tigas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kiiteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis, serta analisis kebutuhan
pengembangan dan peningkatan mutu Hakim.

(2) Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita' mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan:kebijakan,
standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis,
serta analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti- dan Jurusita.



(3) Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi mempunyai tugas melakukan
' pelaksanaan peny1apan bahan evaluas; dan ra51onahsas1 tenaga
tekms peradﬂan :

Pasal 42
‘Subdirektorat Data dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

- -pengelolaan data;: arsip dan dokurmientasi; evaluasi dan pelaporan
di: b1dang pembman tenaga teknis peradﬂan umum.

o _ Pasal 43
'Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal
42, Subdirektorat Data dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi:

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

~ informasi tenaga teknis peradllan :

c. pelaksanaan penylapan bahan cvaluas1 dan penyusunan
laporan.

Pasal 44

Subdirektorat Data dan Evalnasi terdiri dari:

a. Sek31 Ar31p dan Dokumentasi;
b.. Seksi Data dan Informasi Tenaga Tekms Peradﬂan
c. Seksi: Evaluas1 dan Peiaporan .

Pasal 45

(1) Sekm Axsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan
- pengelolaan arsip-dan dokumentasi.

(2) Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan mempunyai
“tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta
~ penyajian 1nforma51 tenaga teknis peradilan.
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(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
- penyiapan bahan evaluasi dan penyusiman laporan.

Pasal 46

(1) Subbagian Tata ‘Usaha mempunyau tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtariggaan Direktorat Pembmaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum. : EERS

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakar tuoasn'ya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur- Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum, secara administratif
bertanggung jawab . kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Tenaga Teknis Peradllan

Bagian Kelnna _ _ o
Direktorat Pembmaan Adnnmstras1 Peradﬂan Umum

Pasal 4‘7

Direktorat Pembinaan Administrasi Pcradllan Umum m”empunyal
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembmaan
administrasi Peradilan Umum. L

Pasal 48

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
47, Direktorat Pembinaan “Administrasi Peradilan Umum
menyelenggarakan fungsi:



a.' pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata
kerja dan tata kelola pengadilan;

b. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan
serta monitoring dan evaluasi;

¢. pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi
keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;

d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 49

Direktorat Pembinaan-Administrasi Peradilan Umum terdiri dari:
a. Subdirektorat Tata Kelola:

Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring;

‘Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi:

Subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional. -

e Ao o

- Pasal 50

Subdirektorai Tata: Kelola mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja
dan tata kelola pengadilan. '

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmla}{sud dalam Pasal
50, Subdirektorat Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:
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a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur dan b1mb1ngan tekms tata
- persidangan; :

b. pelaksanaan penyxapan bahan perumusan kebgakan standar
norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis di bldang
pelayanan peradilan; Lo

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur dan bnnbmgan tekms d1 b1dang
sarana kerja pengadﬂan ' - :

Pasal 52
Subdirektorat Tata Kelola terdiri dan
a. Seksi Tata Per31dangan '

b. Seksi Pelayanan Peradllan | .
c. Seksi Sarana Ker_]a Pengadﬂan —

Pasal 53

(1) Seksi Tata Pers1dangan mempanyal tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis tata persidangan.

(2) Seksi Pelayanan Peradilan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan blmblngan teknis di. bzdang pelayanan“.
peradilan. : N

(3) Seksi Sarana Kerja Pengadﬂan mempunyai tugas melakukan "
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bzmbmgan tekms di bldang sarana kel}a_ -
pengadilan. :



Subdifektorat Bimbingdn' dan’ Momtonng mempun" ':"fugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
normd; kriteria "dan’ ‘prosedur dan: ‘bimbingan ‘teknis“dan
admm1stra31 peradﬂan serta momtonng dan cvaluaSI adn.rumstrasz

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebacralmana dlmaksud dalam PasaI
54, Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring menyelenﬂgarakan
fungsi: -

a. pelaksanaan penyiapan bahan [perumusan }\ebgakan _ standar
norma, kriteria dan prosedur dan bim |
administrasi peradilan di wilayah T:

b. pelaksanaan penyiapan bahan pemmusan keszakan standar'
norma, kriteria dan prosedur, “dan’ ‘binibingdn *teknis“ serta
administrasi peradilan di Wﬂaya.h 11;

¢. pelaksanaan pelaksanaan momtormg dan penyusunan evaluasi
o pdministrasi peradilan, o e o

Subdlrektorat Bnnbmgan dan Momtonng terdm da:n
as: Seksz Blmbmgan Iy eonniniiden '

(1) Seksi Bzmﬁmt’iﬁn Imempunyau ‘tugas melaku \ yltpan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriferia dan



prosedur, dan bimbingan teknis serta administrasi peradilan
di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh, Darussalam,
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, J amb1 ‘Sumatera
Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Behtung, Banten DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

(2) Seksi Bimbingan II mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan; standar, norma, kriteria dan
prosedur, dan bimbingan teknis serta administrasi peradilan
di wilayah II yang melipuii : Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi.Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Maluka Utara dan Irian Java. |

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan
evaluasi administrasi peradilan.

. Pasal 58

Subdnehtorai Sta‘ustik dan Dokumentasz mempunyal tugas
melaksanakan penyusunan statistik . perkar& serta -dokumentasi
keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58, Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi menyelenggarakan

fungsi: _

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan statistik ‘perkara;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan “dbkument'asi -
keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.



Pasal 60

Subdlrektorat Stausnk dan Dokumentasi terdiri dari:
a. Sek51 Statlsuk
b. Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum.

Pasal 61

(1) Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan statistik perkara.

(2) Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi keadaan
populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

Pasal 62

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pembinaan
Administrasi Peradilan.

~ (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara

operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan

Administrasi Peradilan, secara administratif bertanggung

jawab kepada Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi.

Bagian Keenam
Direkiorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata

Pasal 63

- Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebgakan pranata
dan tata. laksana perkara perdata L
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Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata
menyelenggarakan fungsi: | |

.

pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebljakan serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
kasasi perdata;

pelaksanaan penyiapan bahan pemmusan dan pelaksanaan
kebijakan serta penelazhan perangkat kelengkapan- formal
berkas perkara peninjauan kembali perdata; -

pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan 'péiakSénaaﬂ
kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal
berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus;

pelaksanaan urusan tata usaha._ o

Pasai 65

Direktorat Pranata dan Tata, Laksana Perkara Perdata terdm dan

> oo o w

Subdirektorat Kasasi Perdata; . -

Subdirektorat Pemnjauan Kembah Perdata;

Subdirektorat Kasasi dan Pemn;auan Kembah Perdata Khusus
Subbagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66 ._

Subdirektorat Kasasi Perdata mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan per'aiigkat
kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata: dan pengmman

berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan. i '



Pasal 67
Dalam melaksanakai tilgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66, Subdirektofat Kasasi Perdata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi perdata;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep
" surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi
kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata yang kurang
lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap ke
Kepaniteraan.

Pasal 68

Subdirektorat Kasasi Perdata terdiri dari:
a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi;
b. Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi.

Pasal 69

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas
melakokan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi perdata.

(2) Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan penerimaan, pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara dan penyiapan bahan
konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi
kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata yang kurang
lengkap __serta_mengil_‘ir_nkan_b_erkas_'_ yang telah lengkap ke
Kepaniteraan. .. . . CL
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- ~Pasal’ 70

Subdlrektorat Penmgauan Kembah Perdata mempunyal tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebljakan serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
peninjauan kembali perdata dan pengmman berkas yang telah
lengkap ke Kepaniteraan.

§’asal 71
Dalam melaksanakan tugas sebagmmana dlmaksud dalam Pasal
70, Subdirektorat Pemnjauan Kemibali Perdata mempunya:z fung31

a. - pelaksanaan peny1apan ba.han penelaahan kelengkapan berkas

- perkara peninjauan kembali perdata - _

b. pelaksanaan penyiapan bahan penenmaan pengagendaan "
penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep
surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi
kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata
yang kurang lengkap serta mengmmkan berkas yang telah
lengkap ke Kepamteraan '

~Pasal 72

Subdlrektorat Pemngauan Kembah Perdata terdm dan
a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Pemnjauan Kembah
b. Seksi Administrasi Berkas Perkara Pemn}auan Kembah

| Pasal 73
(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara -Pe'ﬁiﬁj'aﬁaﬁf?liémbali '

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan
kelengkapan berkas perkara peninjanan kembali perdata.



(2) Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penerimaan,

' ) :pengagendaan _penyusunan laporan berkas perkara dan

penyiapan bahan konsep surat kepada. pengadﬂan pengaju

_untuk memenum kelengkapan formal berkas perkara
~ peninjauan kembali perdata yang kurang lengkap serta

mengirimkan berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasai 74

Subdxrektorat Kasasi dan Peninjauvan Kembali Perdata Khusus
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta penelaahan perangkai kelengkapan formal berkas
perkara peninjanan kembali perdata khusus dan pengiriman berkas
yang telah ;engkap ke Kepaniteraan. -

" Pasal 75

‘Dalam meiaksanakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal

74,

Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus

mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus;

pelaksanaan penyiapan bahan penenmaan pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep
surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi
kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan peninjauan
kembali perdata khusus: yang kurang lengkap serta

- mengmmk_an __b:erlgas yang. telgil lengkap ke. Kepaniteraan.
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Pasal ’76

Subduektorat Kasam dan Pemnjauan Kembah Perdata Khusus
terdiri dari: :

a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi dan Penm;auan
Kembali; : ;

b. Seksi Administrasi Berkas Pcrkara Kasasi. dan Penmjauan
Kembali.

Pasal ’7’7 |

(1) Sekm Penelaahan Berkas Perkara Kasa51 dan Pemnjauan
Kembali Perdata- Khusus mempunyai - {ugas., melakukan
penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas ‘perkara
kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus.

(2) Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan. Peninjauan
Kembali .Perdata Khusus mempunyal tugas melakukan
pelaksanaan penerimaan, pengacrendaan pcnyusunan Iaporan

~ berkas perkara dan peny1apan bahan konsep surat- kepada

__'pengadﬂan pengaju untuk memenuhl kelengkapan ‘formal
‘berkas perkara kasasi dan pemn_] auan kembali perdata khusus
yang kurang lengkap serta mengmmkan berkas yang teiah

-----lengkap ke Kepamteraan CaERLL il

Pasal 78

(1) Subbag1an Ta.ta Usaha mempunym tugas melaku:':ani urusan
Ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dlrektorat _Pranata‘ dan
Tata Laksana Perkara Perdata " h

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pranata dan



Tata L.aksana Perkara Perdata, secara administratif
. bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Peninjauan
Kembali Perdata,

Bagian Ketujuh

Direktofat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana

Pasal 79

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana mempumyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di
b1dang pranata dan tata laksana perkara pidana.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79, Dlrektorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
menyeleng arakan fungsi:

a. pc}ak_sanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
kasasi dan tahanan pidana umum;

b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
kasasi dan tahanan pidana khusus;

¢. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
: penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
- peninjanan kembali dan grasi;

d. pelaksanaan urusan tata usaha.
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_ ~Pasal 81 _
Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana terdiri dari:
a. Subdirektorat Kasasi Pidana Umum; = |
Subdirektorat Kasasi Pidana Khusus; R
Subdirektorat Peninjanan Kembali dan Grasi;"- o
Subbagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional.

°o po o

Pasal 82

Subdirektorat Kasasi Pidana Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan. dan pelaksanaan
kebijakan, serta penelaahan perangkat-kelengkapan: formal dan
pengiriman berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan. .

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana’ dlmaksud dalam Pasal
82, Subdirektorat Kasasi Pidana Umum mempunyai fungSI

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi pidana umum; :

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara tahanan pidana umurm;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penetapan penahanan, penyusunan laporan berkas perkara
pidana umum dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan
pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara
kasasi dan tahanan pidana umum yang kurang 1%cn’g‘kép-'sérta .
mengirimkan berkas yang'telah lengkap ke ‘Kepaniteraan.”



Pasal 84

Subdirektorat Kasasi Pidana Umum terdiri dari:

a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi;

b. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan;

c. Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan.

Pasal 85

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi pidana umum.

(2) Seksi Penelazihan Berkas Perkara Tahanan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara tahanan pidana umum.

(3) Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Pidana dan Tahanan
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penerimaan, -
pengagendaan, penetapan penahanan, penyusunan laporan
berkas perkara dan penyiapan bahan konsep surat kepada
pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal
berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum yang kurang
lengkap serta mengirimkan berkas yang telah lengkap ke

- Kepaniteraan.

Pasal 86

Subdirektorat Kasasi Pidana Khusus. mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas
perkara kasasi dan tahanan pidana umum yang karang lengkap
serta pengiriman berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

192



- Pasal 87 - o
Dalam’ melaksanakan tugas sebagazmana dunaksud dalam Pasal
86, Subdirektorat Kasasi-Pidana Khusus: mempunym “fungsi :

a. peiaksanaan penyzapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara k.asasx pldana khusus

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
*-perkara tahanan pidana khusus;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagenciaan
penetapan penahanan, penyusunan laporan berkas perkara
pidana khusus dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan
pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara
kasasi dan tahanan pidana khusus yang kurang lengkap serta
mengirimkan berkas yang . telah lengkap ke Kepaniteraan.

| Pasal 88
Subdirektorat Kasasi Pidana'.' Khusus terdiri dari:

a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara’ Kasa31 I
b. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan o

c. Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanaﬂ. |

Pasal 89

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi pidana khusus.

(2) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan mémpunyai tugas
penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas perkara
tahanan pidana khusus.
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\2)

OCKSL AUMIINSas] Berkas Ferkara Kasasi Pidana Khusus dan

Tahanan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan

-penerimaan, pengagendaan, penetapan penahanan, penyusunan

laporan berkas perkara dan penyiapan bahan konsep surat
kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan
formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana khusus yang
kurang lengkap serta mengirimkan berkas yang telah lengkap
ke Kepaniteraan

Pasal 90

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Grasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas
perkara peninjauan kembali dan grasi serta pengiriman berkas
yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90,

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Grasi mempunyai

fungsi:

a.

94

pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara peninjauan kembali;

pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara. grasi;

pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara peninjauan kembali dan
grasi, pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju

untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara

peninjauan kembali dan grasi yang kurang lengkap serta
mengirimkan berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.



Pasal 92 _
Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Grasi terdiri dari:
a. Seksi Peninjauan Kembali;

b. Seksi Grasi;

Seksi Administrasi Berkas ?erkara Pemnjauan Kembali dan
Grasi.

Pasal 93
(1) Seksi Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas - perkara
peninjauan kembali.

(2) Seksi Grasi mempunyai tmgas melakukan penyiapan bahan
penelaahan kelengkapan berkas perkara grasi.

(3) Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan
Grasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penerimaan,
pengagendaan, penyiapan bahan konseép surat kepada
pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal
berkas perkara peninjauan kembali dan grasi yang kurang
lengkap serta mengirimkan berkas yang telah lengkap ke
Kepaniteraan. -

Pasal 94

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pranata dan
Tata Laksana Perkara Pidana.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pranata dan
Tata Laksana Perkara Pidana, secara administratif bertanggung



jawab kepada Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan
Kembali Pidana Khusus.

Bagian Kedelapan
~ Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 95

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan -sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 96

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap  kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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. BABIO o
BEREKT()RAT jEN‘BEML BADAN' PERADILAN AGAMA .

Bagian' Per‘t’amfa'. o
‘I‘ugas dan Fzmgsr.

Pasal 97

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunya.l tugas
membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, '
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama
pada Mahkamah Agung dan Pengachlan d.l hngkungan Peradilan
Agama. R Tt

Pasai 98

Dalam melaksanakan tugas sebagazmana d;maksud dala_m Pasal

97, Direktorat J enderal Badan Peradilan Agama_menyelenggarakan

funsi: 4t _ _ rana

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga
teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata
Jaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada
Mahkamah Agung dan Pengadilan‘di lingkungan Peradilan
Agama,

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,
pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana
perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah
Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sesum
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku;




¢. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,
pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan
Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama; _

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

.. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 99

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

b. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama;
“¢.- Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama;

d. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata A gama,

Bagian. Ketlga
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

~ Pasal 100

Sekretanat D1rektorat Jenderal Badan Peradilan Agama
_ _mempunyaz tugas membenkan dukungan teknis administratif
~ kepada' semua unsur d1 hngkungan Dlrektorat Jenderal Badan
Peradilan Agama
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Pa%al 1(}1

Dalam melaksanakm tugas scbacmmana dzmaksud da.lam Pasal
100, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja
dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan
pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;

pelaksanaan urusan kepf:gawalan .
pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasx
jabatan dan pengembangan kinerja; :
pelaksanaan urusan dokumenta31 dan manajemen 51stem
informasi;

pelaksanaan urnsan tata usaha rmnah ta.ngga cian perlengkapan
di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pasal 102

Sekretariat Direktorat Jenderal -Badan Peradilan Agama ‘terdiri

dari:

o o o op

Bagian Perencanaan-dan Keuangan; -
Bagian Kepegawaian,

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
Bagian Umum; |
Kelompok Jabatan Fungsional..

Pasal 103

Bagian Perencanaan dan Keuangan memipunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan



perbendaharaan serta pembuatan laporan keuangan dan verifikasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

103, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program
dan anggaran;

b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;

¢. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Pasal 105

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
b. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan:

¢. Subbagian Akuntansi.

Pasal 106

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran
kepada kantor peiayanan perbendaharaan negara.
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© @) Sﬁbbagian Akuntansi ‘mempunya

1g4s melakukan
pelaksanaan penyusunan Iaporan keuangan ‘dan: Venﬁkasx

_____ Pasa] 10’7

Bagian Kepegawalan mempunyau tugas melaksanakan urasan
-.kepegawaian di hngkungan Dlrektorat Jenderal Badan Peradilan
_;Agama R e e e e _

Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam Pasal
107, Bagian. Kepegawalan mempunyai-fungsi: ... oo
a, - pelaksanaan’ penyiapan bahan penyusunan formasx, pendataan _
-t dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
-+ Pelaksanaan Pekerjaan (DP:3); administrasi Jabatan fungszonal
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai; .

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat
penggajian, permndahan dan mutasi kepegawa;an laumya -

c." pelaksanasin peny1apanbahanpengusul
" pensiun-pegawat.

'Bagzan Kepegawaxan terdiri dan
a. Subbagian’ Umum Kepegawalan
b. Subbagian Mutasi;

¢. -“Subbagian Pemberhentian: dan Penszun i

Pasal 110

(1) Subbagian Umum Kepegawmanmempunyal tugas melakukan
penyiapan bahan: penyusunan formasi, pendataan: dan
pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian



Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional,
- pengurusan ASKES dan disiplin pegawai. -
(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan
dan mutasi kepegawaian lainnya.

(3) Subbag;an Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas
melakukan penylapan bahan pengusulan pemberhent;an dan
pensiun pegawais.... .~

- Pasal 111

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan
manajemen sistem informasi di hngkungan Dlrektorat Jenderal
Badan Peradﬂan Agama

~ Pasal 112 _
-Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dxmaksud dalam Pasal
111, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pc‘nyxap.zm; bahan penelaahan, penataan, dan
evaluasi orgaiisasi serta penyusunan laporan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan
evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem
‘administrasi;

c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penylapan bahan
pelayanan mfonna31

o _ . Pasal 113
Bagian Orgamsa31 dan Tata Laksana terdm dari :



a Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan;
b. Subbagzan Ketatalaksanaan;
c. Subbagian Dokumenta31 dan Informas1 A

(1) Subbaglan Kelembagaan dan Pelaporan mempunyal tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan.

(2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penelaahan, penataan- dan-evaluasi
pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi.

(3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas
melakukan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan
pelayanan informasi.

| | Pasal 115 o
Bagian Uin'um Iﬂempunyéi tugas melaksanakaﬂ urusan tata usaha,
rumah tangga dan perlengkapan d1 hngkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradﬂan Agama T

Pasal 116
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
115, Bagian Umum mempunyai fungsi: - e o
a. pelaksanaan wurusan surat menyurat kear51pan dan

penggandaan;

b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemehharaan gedung,
sarana dan prasarana;

c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan '
' distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.
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Bag1an Umum terdiri dari;

a. Subbavzan Tata Usa.ha _

b. Subbagian Rumah Tangga o
c Subbaglan Periengkapan B

Pasal 118 -

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urnsan
- surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.

(2) Subbagian  Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
©0 o urusan p@rawatan dan pemekharaan gedung, sarana dan
‘prasarana.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi,
mvent&nsa& dan penghapusan perlengkapan.

o Bagxan Keempat :
- Direkmrat Pembmaan ’fenaga Teknis Peradllan Agama

Pasal 119 _

Direkiorat Pembmaan Tenaga Tekms Per adﬂa.n Agama mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan- prosedur serta
pemberian. bimbingan teknis dan svaluaﬂ di- bldang pembmaan
%:enaﬁa t@kms Peradﬂan Agama : :
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Pasal'120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. dalam Paséi :
119, Direktorat Pembmaan Tenaga Teknis Perachlan Agama
menyelenggarakan fung31

a.

pelaksanaan perwmusan kcebgal«:an standar norma, knteﬁa |
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim;

pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria |
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan

pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Pamtera ?amtera -

Muda, Panitera Penggann dan Jurusﬂa B

_pclaksanaan perumusan kebijakan standar, norma, kntena

dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan

. pengusulan pengembangan dan pembmaan Halqm Panitera,
- Panitera Muda, Panitera Penggantl dan Jurusita;

' 'pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dolmmentasz evaiuam '

- dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis Peradilan
- ‘Agama; | - e |

. pelaksanaan urusan tata usaha

Pasal 121

Direktorat Pembmaan Tenaga Tekms Peradﬂan Agama terdiri dari:

A N

Subdirektorat Mutasi- Haklm

Subdirektorat Mutasi Panitera dan Juru31ta
Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradﬁan
Subdirektorat Data dan Evaluasi;

Subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 122

- Subdirektorat Mutasi Hakim mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan
- pengadaan, promosi dan mutasi Hakim. -

Pasal 123

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122, Subdirektorat Mutasi Hakim mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi

-~ Hakim, penyiapan bahan pengusulan pengadaan,

-+ pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan,
 cuti, pemberhentian dan pensiun Hakim di wilayah I;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

 norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi

Hakim, penyiapan bahan pengusulan pengadaan,

pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan,
cuti, pemberhentian dan pensiun Hakim di wilayah II;

- pelaksanaan urusan tata naskah mutasi Hakim.

Pasal 124

- Subdirektorat Mutam Hakim terdm dan
a. Seksi Mutasi I,

b. Seksi Mutasi: I,

. c. Seksi Tata Naskah.



. “Pasal 125
(1) Sekm Mutasi I mempunym fngas melakukan penylapan bahan 3
. permmusan kebijakan, standar, norma, kﬂtena dan prosedur,
~ dan bimbingan teknis mutam Hakim, penyiapan ‘bahan
_p&ngusulan pengadaan, penvangkatan kenaikan pangkat
o kenaikan gaji, pemmdahan cuti, pemberhentlan dan pensum
- Hakim di wilayah I yang mehputl : Nanggroe Aceh
" Darussalam, Sumatera Utara, Rian, Sumatera Barat, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkuln, Lampung, Bangka Behtung,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah DI Yogyakarta,
Jawa Timur.

(2) Seksi Mutasi II mempunyai tugas melalmkan penyzapan bahan

- perumusan kebijakan, standar, norj:na kntena dan prosedur -

" dan bimbingan teknis mutasi Haklm penylapan bahan
- pengusulan’ pengadaan pengangkatan kenalkan pangkat
~ kenaikan gaji, pemindahan, cuti, pemberhentlan dan pensiun
Hakim di wilayah II yang meliputi : Kahmantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kahmantan ’I‘:mur
Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara Sulawem N
Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Trian’ .'Iaya

(3) Seksi Tata Naskah mempunya; mgas melakukan urusan tata
naskah mutasi Hakim, -

Pasal 126
Subdirektorat Mutasi Panitera dan Jurusita mempunyaltugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, ‘standar, .
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan

pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera -
Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.



Dai

Pasal 127

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

128, Subdlrektorat Mutas1 Panitera dan Jurusita mempunyai

fungsi:

a.

pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

| norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi

Panitera, Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita,

‘penyiapan bahan pengusulan pengadaan, pengangkatan,
‘kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, cuti,

 pemberhentian dan pensiun Panitera, Panitera Penggganti dan

Jurusita di wilayah I;

. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

,'_norma kritetia dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi -
Panitera, Panitera Penggganti dan Jurusita, penyiapan bahan

pengusulan pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun

~ Panitera, Panitera Muda, Panitera Pcnggganu dan Jurusita di
wﬂayah I, :

. pelaksanaan urusan tata naskah mutasi Pamtera Pamtera

- Pengggautl dan Jurusita.

. .

Pasal 128

Subdirektorat Mutasi Panitera, Pamtera Penggganti dan Jurusita
terdiri dari: :
a. Seks; Mutasi I '.
b. S_eksi. Mutasi II; _
‘Seksi Tata Naskah,
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Pasal 129. .

(1) Seksi Mutasi I mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria-dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Panitera, Panifera Muda, Panitera
Penggganti dan Jurusita dan penyiapan bahan pengusulan
pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun Panitera,
Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita di - wilayah
I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

(2) Seksi Mutasi Il mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur,
dan bimbingan teknis mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera
Penggganti dan Jurusita dan penyiapan bahan pengusulan
pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun Panitera,
Panitera Muda, Panitera Penggganti dan Jurusita, di Wllayah
I yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara dan Irian Jaya.

(3) Seksi Tata Naskah mempunyai tugas melakukan urusan tata
naskah mutasi Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Pasal 130

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan-kebijakan,
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saudar, normd, Kieria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
penyiapan: pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim,
__Pamtera Pamtera Muda, Pamtera Pengganti dan Jurusita,

Pasal 131

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
130, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis, serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Hakim; )

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis, serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutn
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

£. ' p@i&ksanaaﬁ pen}qapm bahan evaluasi dan raszonahsasx tenaga
t@kms pera@.ﬂaﬂ - :
B Pasa} 132

Subdlrektorat Pengembancran "Tenaga Teknis Peradilan terdiri daxi:
a. Seksi Pemngkatan Mutu Halﬂm,

b. Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita;

¢. Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi.

Pasal 133

(1) Seksi Peningkatan Mutu Hakim mempunyai tugas melakukan
" penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
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dan prosedur, dan bimbingan teknis, serta analisis kebutuhan
pengembangan dan peningkatan mutu Hakim.

(2) Seksi Peningkatan Mute Panitera dan Jurusita mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan'teknis,

serta analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti - dan Jurusita.

(3) Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi mempunyaz tugas melakukan
pelaksanaan penyiapan bahan evalua31 dan ra310nahsa31 tenaga
teknis peradilan. - - ' '

Pasal 13_4

Subdirektorat Data dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan
di bidang pembinan tenaga tekms Peradﬂan Agama

Pasal 135
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana djmaksud dalam Pasal
134, Subdirektorat Data dan Evaluasi mempunyai fungs1
a. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi; =

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi tenaga teknis peradilau

c. pelaksanaan penyiapan bahan evalua31 dan penyusunan
laporan.

Pasal 136
Subdirektorat Data dan Evaluasi terdiri_.__déi‘i':' .
a. Seksi Arsip dan Dokumentasi;



b. Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan;
¢. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 137

(1) Seksi Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan arsip dan dokumentasi.
(2) Seksi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan mempunyai
- tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta
penyajian informasi tenaga teknis peradilan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan,

Pasal 138

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatansahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Agama.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Agama, secara administratif
bertanggung  jawab ‘kepada Kepala Subdirektorat

- Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan.

Bagian Kelima
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Pasal 139

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pernmusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
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pemberian bimbingan teknis dan evaluaSI d1 bidang: pembmaan
administrasi Peradilan Agama. =

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.dalam Pasal

139, Direktorat Pembinaan Adminisirasi Peradilan- Agama

menyelenggarakan fungsi: L

a. pelaksanaan perumusan kebljakan standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata
kerja dan tata kelola pengadilan; |

b. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar norma, Emtena
dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan
serta monitoring dan evaluasi; o

c. pelaksanaan penyusunan statistik. perkara seri:a dOkLﬁ@nt&Sl
keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;

d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 141 |

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradﬂan Acama tefdm darl
a. Subdirektorat Tata Kelola;

Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring;

Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi;

Subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

o R0 o

?asal 142

Subdirektorat Tata Kelola mempunyal t"ugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusar- kebuakan standar ‘norma, kntena



dan prosedur, dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja
dan tata kelola pengadilan.

Pasal 143
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142, Subdirektorat Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis tata
persidangan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

- norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis di bidang
pelayanan peradilan;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

~ norma, kriteria dan prosedur dan b1mb1ngan teknis di bidang
sarana kerja pengadilan.

Pasal 144

Subdirektorat Tata Kelola terdiri dari:
a. Seksi Tata Persidangan;

b. Seksi Pelayanan Peradilan:

¢. Seksi Sarana Kerja Pengadilan.

Pasal 145

(1) Seksi Tata Persidangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bzmbmgan teknis tata persidangan.

(2) Seksi Pelayanan Peradﬂan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
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dan prosedur dan bimbingan teknis -'di_;.bidang ;-pelay_anan
peradilan. _

(3) Seksi Sarana Kerja Pengacﬁlan mempunyax tuoas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis di bidang sarana kerja
pengadilan. o

-Pasal 146

Subdirektorat B1mb1ngan dan Momtormg mempunyal tucas

melaksanakan penyiapan: bahan perumusan kebgékan standar

norma, kriteria dan prosedur dan’ blmbmoan teknis dan
administrasi peradilan, serta momtonng dan evaluam adn:nmstras;
peradilan, o -

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana’ djmaksud dalamm Pasal
146, Subdzrektorat Blmbmgan dan Momtonncr menyelenggarakan
fungsi: - ' -

a. peiaksanaan penylapan bahan perumusan kcblja}{an Smndar
norma, Imtena dan prosedur ‘dan b1mbmgan teknm serta
administrasi peradﬂan di Wﬂayah I o

b. pelaksanaan penyiapan bahan pemusan keb13akan standar
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbmvan tekms sena
administrasi peradilan di wﬂayah o

c. pelaksanaan pelaksanaan monitoring dan penyusunan evaluasi
administrasi peradilan. -

Pasal 148 =+

Subdirektorat Bimbingan dan Mbnitbfiﬁg terdmdan i



a. Seksi Bimbingan I;
b. Seksi Bimbingan II;
¢. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 149

(1) Seksi Bimbingan I mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
- . prosedur, dan bimbingan teknis serta administrasi peradilan
- di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera
‘Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.
(2) Seksi Bimbingan II mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur, dan bimbingan teknis serta administrasi peradilan
di wilayah II yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan
evaluasi administrasi peradilan,

Pasal 150

Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi
keadaan populasi dan. geografis dalam satu wilayah hukum.
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Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam Pasal

150, Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan statistik perkara;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi
keadaan populasi dan geografis dalam satu Wilayah:hukum.

Pasal 152

Subdirektorat Statistik dan Dokumentas1 terdm dari :

a. Seksi Statistik; :
b. Seksi Dokumentasi Wilayah Hukurn

Pasal 153

(1) Seksi Statistik mempunyal tugas melakukan penyzapan bahan'
penyusunan statistik perkara. . S

(2) Seksi Dokumentasi Wilayah . Hukum mempunyal tuoas
melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi keadaan
populasi dan geograﬁs dalam satu Wﬂayah hukum

R Pasal 154 AT
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas fnelakukan utusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pembmaan
Administrasi Peradilan. - : : _

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sécara
operasional bertanggung jawab kepada - Direktur Perabinaan
Administrasi Peradilan, secara administratif bertanggung
jawab kepada Kepala Subdirektorat Statistik-dan Dokumentasi.



Bagian Keenam
. Direktorat Pranata dan Tata Laksana
- Perkara Perdata Agama

?asal 155

Duektorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peramusan dan
_pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan tata laksana perkara
perdata agama serta Kesyar’iyahan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal

155, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama

menyelenggarakan fungsi: -

a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

' ‘perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan
- penelaahan perangkat 'kelengkapan formal berkas perkara

“kasasi perdata agama;

b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas pemnj auan
kembali perdata agama; =

c. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta

.. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembmaan di

"_bldang kesyar 1yahan SR -
d. pelaksanaan urusan tata usaha. -
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- Pasal 157 -

Direktorat Pranata. dan Tata Iaksana Perkara Perdata Agama terdm '
dari: _

a. Subdirektorat Kasasi Perdata Agama R o
b. Subdirektorat Peninjauan Kembali Perdata Agama,

¢. Subdirektorat Syar’iyah;
d. Subbagian Tata Usaha;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158 R

Subdirektorat Kasasi Perdata Agama’. mempuinyai. tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan . pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan proseduor serta
pemberian bimbingan teknis dan -evaluasi serta pembinaan
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi
perdata agama serta pengiriman berkas yancf telah 1engkap ke
Kepaniteraan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagamlana d1maksud dalam Pasal"
158, Subdirektorat Kasasi Perdata Agama mempunyau fung31 '

a. penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas perkara '
kasasi perdata agama; . _ R o

b. penyiapan bahan peneru’naan pengacrendaan penyusunan'
laporan berkas perkara kasasi perdata agama dan pembuatan
konsep surat kepada pengadilan: pengaju untuk memenuhi
kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata agama yang
kurang lengkap serta mengmmkan berkas yanc telah Iengkap
ke Kepaniteraan. . e



-Pasal 160

Subdirektorat Kasasi Perdata Agama terdiri dari :
a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi; o
b. Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi. N

Pasal 161

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi mempunjai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan berkas perkara kasasi
perdata agama.

(2) Seksi Administrasi Berkas Perl«:ara Kasasi mempunyai tugas
. melakukan ‘pelaksanaan penerimaan, pengagendaan,
+ penyusunan laporan berkas perkara kasasi perdata agama dan
penyiapan bahan konsep surat kepada pengadilan pengaju
- untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi
: yvt‘data agama yang kurang lengkap serta mengmmhan berkas
yang telah lengkap ke Kepaniteraan,

Pasal 162

Subdirektorat Peninjauan Kembali Perdata Agama mempunyai
fugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta perbinaan
penelaahan perangkat kelenvkapan formai berkas perkara
peninjauan kembali perdata agama dan pengmman berkas yang
telah 1env:’kap ke Kepmnteraan ' -

; Pasai 163

Dalarn melaksanakan tugas sebacalmana dimaksud dalam Pasal
162, Subdirektorat: Penxn_]auan Kembah Perdata Agama
.lmempunyal fung31 -
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a.

b.

penyiapan - bahaﬁ p@nelaahan kelengkapan berkas perkara
peninjauan kembali perdata agama; - - RO
penyiapan bahan penerimaan, pcnﬁagendaan, penyusunaﬁ -
laporan berkas perkara peninjavan kembali perdata agama
dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk
memenuhi kelengkapan formal berkas perkara peninjauan
kembali perdata agama yang kurang lengkap serta
mengirimkan berkas yang telah ienvkap ke Kepamteman

Pasal 164

Subdirektorat Pemnjauaﬂ Kembali Perdata Agama terdm dan

a.

Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali;

b. Seksi Administrasi Berkas Perkara Penmgauan Kembah

?asal 16§

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Pen_'injauan' Kembali-

mempunyai tu_gas melakukan penyiapan. bahan penelaahan
berkas perkara peninjanan kembali perdata agama,

(2) Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penenmaan
pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara peninjauan
kembali perdata agama dan penyiapan bahan konsep surat
kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan

formal berkas perkara peninjauan kembali perdata agama yang

kurang lengkap serta mengirimkan berkas yang telah lengkap
ke Kepaniteraan.

B?asél 166

Subdirektorat Syar’iyah mempunyai tugas- melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma,



kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi serta pembinaan di bidang kesyar’ iyahan.

Pasal 167
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
166, Subdirektorat Syar’iyah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian
- hukum Islam dalam perkara Syar’iyah (perkara khusus)
termasuk perkara-perkara yang berasal dari Mahkamah
Syar’iyah, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan
~ permohonan fatwah agama, pembmaaan hisab rukyat dan itbat
kesaksian rukyat;

b. pelaksanaan penyiapan bahan kodifikasi dan yurisprudensi
perkara-perkara Syar’iyah dan perkara—perkara yang berasal
dari Mahkamah Syar’iyah;

C. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pengendalian
B pelaksanaan penyelesaian perkara Syar’iyah (perkara khusus).

Pasal 168

' Subdlrektorat Syar’iyah terdiri dari :

a Seks1 Pengkajian Syar’iyah dan Hisab Rukyat;

b. Seksi Kodifikasi dan Yurisprudensi Perkara Syar 1yah;
- C Sek51 Evaluasx dan Penoendahan

' Pas_al 169

(1) Seksi Pengkajian Syar’iyah dan Hisab Rukyat mempunyai
- fugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian
‘hukum Islam dalam. perkara Syar’iyah (perkara khusus)
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termasuk perkara-perkara: yang berasal dari Mahkamah
Syar’iyah, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan
permohonan fatwah agama, pembmaaan hlsab rukyaL dan itbat
kesaksian rukyat. .

(2) Seksi Kodifikasi dan Yurlspruden31 mempuﬂyal tugas
melakukan penyiapan bahan kodifikasi dan’ yumspru&ensx
perkara-perkara Syar’iyah dan perkaxa—perkara yanﬁ berasa}.
dari Mahkamah Syar’iyah. B

(3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
penyelesaian perkara Syar’iyah (perkara khusus).

Pasal 170

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pranata dan
Tata Laksana Perkara Perdata Agama

(2) Subbagian Tata Usaha dalam maelakukan’ mgasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pranata dan
Tata Laksana Perkara Perdata Agama, secara administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Peninjanan
Kembali Perdata Agama.

Baglan Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsxonal

Pasal 171

Kelompok Jabatan Funosmnal mempunya:a tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungszonal masmg masmg
berdasarkan peraturan yang berlaku.



Pasal 172

(1) Keiompok_}ab_atan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 173

Direktorat Jenderai Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah
Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan
administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

124



lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
173, Direkiorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga
teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata
laksana perkara dari lingkungan Peradilan. Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan
pengadilan di lingkungan Peradﬂan Mlhter dan Peradﬂan Tata
Usaha Negara;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,
pembinaan administrasi peradilan, pranata-dan tata laksana
perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di
lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan yang.
berlaku;

perumusan standar, norma, kriteria dan pr'o'sed'ur di bidang
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah
Agung dan pengadilan di linglkungan Peradilan Militer: dan
Peradilan Tata Usaha Negara; : : -.

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; -
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.



. Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 175

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara;

'b. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan Militer;

c. . Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan Tata Usaha Negara;

d. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer;

. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha
Negara;

Bagian Ketiga
Sekretariat Direlitorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Pasal 176

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha negara mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha negara.
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‘Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas S@bagmmana dunaksud dalam Pasal
176, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradﬂan Mlhter dan
Peradilan Tata Usaha negara menyelenggarakan fungsi: '

a.

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program keljé
dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan
pembuatan akuntansi danlaporan keuangan; - o

pelaksanaan urusan kepegawaian;

¢. pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan evaiuam

Sekretariat Direktorat Jenderal ‘Badan Peradxlan Mlhter dan |

jabatan dan pengembangan kinerja;

pelaksanaan urusan dokumentasi dan mana]emen szstem
informasi;

pelaksanaan urusan tata usaha, mmah tangga dan perlengkapan
di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradﬂan Mﬂﬂer
dan Peradilan Tata Usaha negara.

Pasal 178

Peradilan Tata Usaha negara terdiri dari: -

a.

o a0 o

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 'tﬁgas'
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana

Bagian Perencanaan dan Keuangan; -
Bagian Kepegawaian;

Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Umum; S
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179



dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan
- perbendaharaan serta pembuatan laporan keuangan dan verifikasi
- di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha negara.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1179, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungst: o

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program
- dan anggaran,;

b. 'pelakSanaan'penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan

perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran

| _kepada_kantor pelayanan perbendaharaan negara;

c. pelaksanaan penyusunan laporan kenangan dan verifikasi.

Pasal 181

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Penjrusunan Anggaran;
b. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;

c. Subbagian Akuntansi, |

Pasal 182

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas

- melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan
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perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

(3) Subbagian Akuntansi mempunym tugas melakukan
pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan venf1ka31

- Pasal 183

Bagian Kepegawaian mempunyai -tugas me}aksanakan urusan
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Pcradﬂan
Militer dan Peradilan Tata Usaha negara. .

Pasa3184___'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

183, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan
dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi Jabatan fﬂngsmnai
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai; .-

b. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kehazkan pangkat
penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pémberhentian dan
pensiun pegawai.

Pasal 185
Bagian Kepegawaian terdiri dari: e o
a. Subbagian Umum Kepegawalan o o
b. Subbagian Mutasi; s
c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.
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~Pasal 186

(1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

' penyiapan. bahan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional,
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

- " bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan
dan mutasi kepegawaian lainnya.

(3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas
‘melakukan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan

- pensiun pegdwai,

- Pasal 187

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penataan organisasi’ dan ketatalaksanaan, evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan
manajemen sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara.

Pasal 188
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
187, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan
evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem
administrasi; '
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c. pelaksanaan urusan dokumentam dan penylapan bahan
~ pelayanan mformam -

Pasal1s
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdm darli i
a. Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan; e '
b. Subbagian Ketatalaksanaan; o

c. Subbagian Dokumerntasi dan ﬁ’-_fol_‘ﬂiégi__-' e :

Pasai 19@

(1) Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan ‘mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan
evaluasi organisasi serta penyusunan-laporan. -

(2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tigas®melakukan
penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi
pembaknan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi, -

(3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas

melakukan urusan dokumentasz dan penylapan bahan
pelayanan mfcrmam ' -

Pasa! 191

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, )
rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dxrektorat 3 enderal
Badan Peradﬂan Mxhter dan Peradﬂan Tata Usaha negara :



Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan
penggandaan;

- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung,
sarana dan prasarana; :

¢. pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan,
- distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 193

Baglan Umum terdiri dari :

a. Subbaglan Tata Usaha;

- b Slibbagian Rumah Tangga; -
c. 'Subbagian_ Perlengkapan.

" Pasal 194

(1) SuBbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan

urusan perawatan dan pemehharaan gedung, sarana dan
- prasarana. ' :

(3) Subbaglan Perlengkapan mempunyau tugas melakukan
penyxapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi,
mventansa& dan penghapusan perlengkapan.

132



Baglan Keempat o
E)irekﬁon at Pemi)maan Tenaga Teknis dan Admmstram
' Peradilan Militer e B

Pasal 195

Dﬂektorat Pembinaan Tenava Teknis dan Adrmnzstram Peradﬂan :

Militer mempunyal tugas melaksanakan penyiapan “bahan
perumusan dan pelaksanaan kcbljakan peruimusan standar, norma,
kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembmaan tenaga teknis dan admlmstrasx_
peradilan militer. Ll _

_ L Pasali% 2
Dalam melaksanakan sebagannana dimaksud dalam Pasal 195

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan AdmlmstraSI Peradilan

Militer menyelenggarakan fung81

a. pelaksanaan pcrumusan kebljakan standar norma, knterza _
~ dan prosedur, ‘dan bimbingan teknis:serta penyiapan
.. pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim; Pamtera,

Panitera Muda, Pamtera Pengganti: dan: Jurusita;: S

b. -pelaksanaan perumusan kebqa.kan, ‘standar,” norma;- kntéria :
- dan prosedur, dan bimbingan teknis' serta penyiapan
pengusulan pengembangan dan pémbinaan Hakim, Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti -dan :Jurusita' ' _

¢. pelaksanaan perumusan kebljakan standar, norma, lmtena '

dan prosedur, dan bunbmgan teknis admimsﬁram peradﬂan
militer; _

d. pelaksanaan urusan tata usaha.
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" Pasal 197

Direkiorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Militer terdiri dari:

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer;
Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer;
Subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer;

. Subbagian Tata Usaha;

_ Kelompok Jabatan Fungsional.

O e o

Pasal 198

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
‘kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan
teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi
- Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
198, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
menyelenggarakan fungsi: - .
2. -pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
" norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Halkim;
b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
.. norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
- penylapan pengusulan pengadaan promosi dan mutasi
~ Panitera, Pamtera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
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~ Pasal 200

Subdlrektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradllan Mlhter terdm _
dari:

a. Seksi Mutasi Hakim; _
b. Seksi Mutasi Panitera dan Jurusita.

Pasal 201

(1) Seksi Mutasi Hakim mempunyai tugas melakukan penyxapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria -dan
prosedur, dan bimbingan teknis mutasi Hakim, penyiapan
bahan- pengusulan pengadaan pengangkatan, ‘kenaikan
pangkat kenaikan gaji, pemmdahan ‘cutd, pemberhenﬂan dan

- pensiun Hakim di lingkungan' peradilan Militer.:

(2) Seksi Mutasi Panitera dan Jurusita mempunym tugas '
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis mutasi
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita,

penyiapan bahan pengusulan’ pengadaan, ‘pengangkatan,.
kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, cuti,

pemberhentian dan pensiun Panitera; Panitera Muda, Panitera
Pengganti dan Jurusita di kngkungan peradllan Mlhter |

Pasal 202 _
Subdirekiorat Pengembangan Tenaga Tekms Peradlla.n ‘Militer
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan -
kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan E
teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembmaan
tenaga teknis peradilan Militer. o L :

-



Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
202, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu

- Hakim;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,

. norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta

‘analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
- Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;

‘c. pelaksanaan penyiapan bahan evalua31 dan rasionalisasi tenaga
o .-:_tekms peradﬂan |

Pasal 204

Subdxrektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradﬁan Militer
.terdln dari:

a. Seksi Penmgkatan Mutu Hakim;
b. Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita;
c. Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi

- Pasal 205

(1) Seksi Pemngkatan Mutu Hakim mempunyai tugas melakukan

- - - penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
~dan prosedur, dan bimbingan teknis serta analisis kebutuhan
pengembangan dan peningkatan mutu Hakim.
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(2) Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan - kebgakan
standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan tekms
serta analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Panitera, Panitera Muda, P’amtera Penggantx dan Jurusﬂ:a

(3) Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi mcmpunyal tugas meiakukan |
pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan rasionalisasi tenaga
teknis peradilan militer.

Pasal 206

Subdlrektorat Pemblnaan Adnnmstras; Peradllan Mlhter
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan blmbmgan
tekms serta penyiapan pembmaau adxmmstram peradﬂan rmhter '

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagazmana damaksud dalam Pasal
206, Subdirektorat. Pembinaan Adm1mst1‘a31 Peradﬂan Mﬂlter
menyelenggarakan fungsi: - o e e
a. pelaksanaan penyiapan | bahan perumusan kebl_]akan, standar
norma, kriteria dan prosedm' dan bambmgan tekms tata keij;a
dan tata'kelola pengadﬂan, : : : :

b. pelaksanaan penylapan ‘bahan pemmnsan keszakan, standar
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan te}cms dan
administrasi peradilan serta momtormg dan evalua51 '

c. pelaksanaan penyusunan statistik perkara se;:ta dokumentasx
keadaan popu1a31 dan gcograﬁs dalam satu Wﬂayah hukum
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7 Pasal 208
Subdirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer terdiri
a. Seksi Tata Kelola; |
b Seksi Bimbingan dan Monitoring;
c. Seksz Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 209

(1) Seksi Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
 prosedur, dan bzmbzngan tekms tata kerja dan tata kelola
“~ pengadilan. - '

(2) Seks.i Bnnbmgan dan Momtonn g mempunyai tugas melakukan
pentyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan
serta monitoring dan evaluasi,

(3) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas
 pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi
keadaan populam dan geografis dalam satu wilayah hukum.

Pasal 210
(1) Subbaglan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
_ ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pembinaan
Tenaga Tekms dan Adzmmstram Peradﬂan Militer.

(2) Subbaglan Tata Usa.ha dalam melaksanakan tugasnya secara
- operasional bertanggung Jjawab kepada Direktur Pembinaan
Tenaga 'E‘ekms dan Adnumstras: Peradilan Militer, secara ad-
ministratif berta.nggung jawab kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer.
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Bagian Kelima
Direktorat _Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi -
Peradilan Tata Usaha Negara -

Pasal 211

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradﬂan
Tata Usaba Negara mempunyai tugas melaksanakan pemmusan
dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria
dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan tata
usaha negara.

Pasal 212

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211,

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Adnnmstram Peradllan

Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi: -~ :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengadaan, promosi dan muta51 Haklm Pamtera,
Panitera Pengganti dan Jurusita; '

b. pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma,, lmtena
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengembangan dan pembmaan Hakun Pamtera,
Panitera Penggantx dan Jurusita;

c. pelaksanaan perumusan kebijakan standar, norma, qutena
dan prosedur, dan bimbingan tekms di bldang admnnstrasx
peradilan militer; '

d. pelaksanaan urusan tata usaﬁé.
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~Easdl 419
Direktorat Pembinaan’ Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Tata Usaha Negara: terdiri dari: '

a. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara;

'b." Subdirektorat Pengembangan Tenaga Tekms Peradilan Tata

~Usaha Negara;

C. ..Sgbmrektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha

. Negara;
d. Subbagian Tata Usaha;
e. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 214

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradzlan Tata Usaha
Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan
bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi
dan mutasi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti
dan Juru31ta

Pasal 215

Daiam melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
214, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Teknis E’eradxlan Tata Usaha
Ncgara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perﬁmusén kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur dan blmbmgan teknis serta
penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Halkim;
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan
pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Pamtera Muda -
Panitera P&nggantx dan’ Eurusna :

O Pasal 216

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Tekms Peradilan Tata Usaha |
Negara terdiri dari:

a. Seksi Muta31 Hakim;

b. Seksx Muta51 Parutera dan Jurus1ta

- ?3531217

¢)] Seksi Mautasi Hakzm mempunyai tugas melalcukan penylapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur dan bimbingan teknis mutasi -Hakim,,_p@_nyiapan B

~ bahan pengusulan pengadaan,. pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, cuti, pemberhentian dan
pensiun Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Seksi Mutasi Panitera dan Jurusita mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis mutasi
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita,
penyiapan bahan penﬂusulan pengadaan pengangkatan,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemmdahan cuti,
pemberhentian dan pensiun Panitera, Panitera Muda, Pamtera
Pengganti dan Jurusita di hngkungan Peradﬂan ’I‘ata Usaha
Negara _ Lol



Pasal 218

Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan
bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan
pembinaan tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara,

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
218, Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata
Usaha Negara mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu
Hakim;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta
analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu

- Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita;

c.  pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan rasionalisasi tenaga
~ teknis peradilan peradilan tata usaha negara.

~ Pasal 220

Subdirektorat Pengembaﬁgan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara terdiri dari:

a. Seksi Peningkatan Mutu Hakim:

b. Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita;

c.  Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi.

142




- Pasal 221 . :

(1) Seksi Peningkatan Mutu Hakim mempunyai tgas melakukan
penyiapan baban perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis serta analisis kebutuhan
pengembangan dan peningkatan -mutu Hakim.

(2) Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis
serta analisis kebutuban pengembangan dan peningkatan mutu
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

(3) Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan rasionalisasi tenaga
teknis peradilan peradilan tata usaha negara .

Pasai 222

Subdirektorat Pembinaan Adn:umstrasz Peradilan Tata Usaha
Negara mempunyai tugas melaksanakan .penyiapan bahan
perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, ‘dan
bimbingan teknis serta penympan pembmaan adrmmstram
peradllan - '
Pasal 223 - ca

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
222, Subdirektorat Pembinaan Admmstrasx Peradﬂan Tata Usaha
Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusarn kebijakah standar,
norma, kriteria dan proscdur ‘dan b;mbmgan tekms i:ata ker_]a
dan tata kelola :



‘b, pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan -teknis dan
 administrasi peradllan serta monitoring dan evaluasi;

C.. pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi
“ keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

- Pasal 224

_Subchrektomt Pengembangan Adnumstras1 Peradilan Tata Usaha
_Negara terdiri dari: =

a.  Seksi Tata Kel_o_la,'

b. . Seksi Bimbingan dan Monitoring;

¢. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

Pasal 225

(1) Seksi Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur, dan bunbmgan teknis tata kerja dan tata kelola.

(2) Sek51 Bimbingan dan Monitoring mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria
dan prosedur, dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan
serta monitoring dan evaluasi.

(3) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas
pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi
keadaan populasi dan geogra.ﬁs. dalam satu wilayah hukum.

Pasal 226

(1) Subbaglan Tata Usa.ha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pembinaan
Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Militer.
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(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala
Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata
Usaha Negara. : o

Bagian Keenam .
Direktorat Pranata dan Tata Laksana i’erkara
Pidana Militer

 Pasal 227

Direktorat ‘Pranata dan Tata Laksana Perkara Pldana Militer _
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pranata dan tata Jaksana perkara pidana mxhnar
dan tata usaha militer. : L

Pasal228
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
227, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkaf&' Pidana Militer
menyelenggarakan fungsi : | |
a. pelaksanaan perumusan dan peiaksanaan kebljakan ‘serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
kasasi, tata usaha militer dan tahanan pldana militer;

b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebljakazl serta
penelaghan perangkat kelengkapan formal bcrkas perkara
pemnjauan kembah dan gra81 pldana mﬂiter _' o

c. pelaksanaan urusan tata usaha D B



" Pasal 229

Dlrektorat P}:anata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer terdiri
dan

a. Subdn‘ektorat Kasasi deana da:n Tata Usaha Militer;
Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer;
Subbagian Tata Usaha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

0o

Pasal 230

Subdirektorat Kasasi Pidana dan Tata Usaha Militer mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan
pengiriman berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

230, Subdirektorat Kasasi Pidana dan Tata Usaha Militer

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi dan tata usaha militer;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara tahanan pidana militer;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penetapan penahanan, penyusunan laporan berkas perkara dan
~pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk
memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi, tata
usaha militer dan tahanan pidana militer yang kurang lengkap
serta mengirimkan berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan,
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Pasal 232

Subdjrektorat Kasasi Pidana dan Tata Usaha Mlhn:r terdu'l dari:

a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pidana dan Tata
Usaha Militer;

b. Seksi Penela.ahan Berkas Perkara Tahanan, B

. Seksi Adrmmstram Berkas Perkara Kasasi Pldana dan Tata
Usaha Mlhter

" Pasal 233

(1) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasa31 P1dana dan Tata
Usaha Militer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
ppenelaahan kelengkapan berkas perkara kasasi dan tata. usaha
- militer.

(2) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan mempunyal tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara tahanan pidana militer.

(3) Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasas1 Pldana, dan Tata
Usaha Militer mempunyai tugas ‘melakukan penyiapan bahan
penerimaan, pengagendaan, penetapan penahanan, penyusunan
laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada
pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal
berkas perkara kasasi, tata usaha militer dan tahanan pldana'
militer yang kurang lengkap serta mengirimkan berkas yang
telah lengkap ke Kepaniteraan. .

Pasal 234

Subdirektorat: Pemnjauan Kembali dan. Grasi Pidana Militer
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan -
pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan

147



Iormal berkas perkara pemnjaunan kembali dan gras: pidana malter
serta pengiriman berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
234, Subdlrektorat Peninjauan Kembali dan Gras1 Pidana Militer
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara peninjauan kembali pidana militer;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penelashan kelengkapan berkas

- perkara grasi pidana militer;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara, penyiapan pembuatan
konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi

- kelengkapan formal berkas perkara peninjanan kembali dan
grasi pidana militer yang kurang lengkap serta pengiriman
berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasa_l 236

Subdirektorat Pemnjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer

terdiri- dari :

a. Seksi Peninjauan Kembali;

b. Seksi Grasi;

c. Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan
Grasi.

Pasal 237

(1) Seksi Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas perkara
peninjauan kembali.
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(2) Seksi Grasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penelaahan kelengkapan berkas perkara grasi.

(3) Seksi Administrasi Berkas Perkara Pemnjauan Kembah dan
Grasi mempunyai tugas melakoukan pelaksanaan penerimaan,
pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara, dan
penyiapan bahan konsep surat kepada pengadilan pengaju
untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara
peninjauan kembali dan grasi yang kurang lengkap serta
mengirimkan berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasal 238

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pranata dan
Tata Laksana Perkara Pidana Militer.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pranata dan
Tata Laksana Perkara Pidana Militer, secara administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat. Kasas1
Pidana dan Tata Usaha Militer. - :

Bagian Ketujuh _ '_ L
Direktorat Pranata dan Tata Laksana ?erkara
Tata Usaha Negara

Pasal 239

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Tata. Usaha Negara
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan peiaksanaan;
kebijakan, serta di bidang pranata dan tata laksana perkara tata=_
usaha negara.



Pasal 240

Dalam melaksanak&n tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal
239, Direktorat }?ranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha
.Negara menyclenggarakan fung51 T

by a pelaksanaan perumusan dan peiaksanaan kebqakan serta

s "penelaahan perangkat kelengkapan forma}. perkara kasas,1 tata
. usaha negara; R -

~ b. -pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebgakan serta

- penelaahan perangkat kelengkapan formal perkara peninjauan

kembali tata usaha negara; .

~c. pelaksanaan urusan__tat_a: usaha.

 Pasal 41

- Direktorat- Pranata dan Tata Laksana Perka:a Tata Usaha Negara
terdmdan » ' _

Subdlrektorat Kasas1 Tata Usaha Ncgara |

-~ Subdirektorat Pemnjauan. Kembali Tata Usaha Negara;
Subdirektorat Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak ~
Subbagian Tata Usaha;

. Kelompok Jabatan Fungsional.

° o p_':;r_'-m

' 'Pasal 242

Subdirektorat Kasasi Tata  Usaha Negara mempunyai tugas

- melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi

~ tata usaha ‘negara, “hak uji materiil dan sengketa pajak dan
pengmman berkas yang teiah lengkap ke Kepamteraan o

150



Pasal 243
Dalam melaksanakan tugas sebacraimana dﬁnaksud dalam Pasal
242, Subdirektorat Kasasi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
penyusunan laporan berkas perkara;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembuatan konsep surat kepada
pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal
berkas perkara kasasi tata nsaha negara, hak uji materiil dan
sengketa pajak. :

Subdirekiorat Kasasi Tata Usaha Negara terdiri dari:
a. Seksi Penclaahan Berkas Perkara Kasasi; .

b. Seksi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi;
¢. Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi,

._l’asal 243 : o |

(1) Seksi Penclaahan Berkas Perkara Kasasi mempunyai I;ﬁgas |

melakukan penyiapan bahan penelaahan kelengkapan berkas
perkara kasasi tata usaha negara. -

(2) Seksi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas |
melakukan penyiapan bahan pembuatan konsep surat kepada
pengadilan pengaju dan menerima kembali jawaban dan
kelengkapan formal berkas serta penyusunan 1ap0ran berkas - '
perkara kasasi tata usaha negara. '



(3) Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi mempunyai tugas
- melakukan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan dan
- _mcpgiﬁmk&n berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan. -

Subdirektorat Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas.
perkara peninjauan kembali tata usaha negara serta pengiriman
- berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagazmana dimaksud dalam Pasal
246, Subdirektorat Pemnjauan Kembali Tata -Usaha Negara
mempunyai fungsi: _ _
a. pelaksanaan penylapan bahan’ penelaaha.n kelengkapan berkas
perkara peninjauan kembali tata usaha negara; =
b. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan,
- penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep
surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi
. kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali tata
‘usaha negara yang kurang lengkap serta penglmnan berkas
yang telah lengkap ke Kepamtcraan g

. Pasal 248

_ Subduektorat Pemn;auan Kembah Tata Usaha Negara terdiri dari;
a. Seksi Penelaahan Berkas Pe_rkara Peninjavan Kembali;
b. Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali.
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(1) Seksi Penelaahan Berkas Pérkara'Peninjauan'_Kembali
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaazhan
kelengkapan berkas perkara peninjavan kembali tata usaha
negara. : : 8 3

(2) Seksi Administrasi Berkas Perkara P@mn}auan Kembah
mempunyai fugas melakukan penyiapan bahan penerimaan,
pengagendaan, penyusunan laporan berkas'perkara dan
penyiapan bahan konsep surat kepada pengadilan pengaju
untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara
peninjauan kembali tata usaha negara yang kurang lengkap
serta mengirimkan berkas yang telah lengkap ke Kepaniteraan,

| Pasal 250 G

Subdirektorat Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penerimaan; pengagendaan dan

penelaah berkas perkara hak uji materiil dan peninjauan kembali

berkas perkara sengketa pajak serta pengmman berkas yang telah
lengkap ke Kepaniteraan. : RIS

Pasal 250 oo e
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
250, Subdirektorat Hak Uji’ Matemi dan Sengketa Pajak
mempunyai fungsi : _
a.  pelaksanaan penyzapan penelaahan berkas perkara haL u_]l
materiil; . L
b. pelaksanaan penyiapan peneiaahan berkas perkara sengketa



- ¢ pelaksanaan penyiapan penerimaan dan pengagendaan berkas

- perkara hak II}I mateml dan sengketa pa}ak serta peny1apan
_ korisep surat | ;- . . _

e el P&S&lzsz _

Subdlrektorat Hak U_}I Materni dan Sengketa Pajak terdiri dari:
“a. Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materiil;

b, Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak;

c. _Sekm Adzmmstras: Berkas Perkara Hak U_]l Mateml dan
Sengketa Pajak | -

Pasal 253

' (1) Seksz Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materul mempunyai
- tugas melakakan penylapan penelaahan berkas perkara hak
uji materiil. -

. (2) Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak mempunyai
o tugas: melakukan penympan penelaahan berkas perkara
.- sengketa pajak. - _

 : (3) Seksi - Administrasi Berkas Perkara Hak Uji Materiil dan
' Sengketa Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan
penerimaan dan pengagendaan berkas perkara hak uji materiil
dan sengketa pa_;ak serta. penylapan bahan konsep surat.

Pasal 254

: (1) Subbaglan Tata Usaha mempunym tugas- melakukan urusan

~ ketatausahaan dan’ kerumahtanggaan Direktorat Pranata dan
Tata Laksana Tata Usaha Negara. =

(2) Subbagzan ‘Tata Usaha- dalam melakukan tugasnya secara

operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pranata dan

Tata Laksana Tata Usaha Negara, secara administratif



bertanggung jawab kepada’ Kepala Subdlrektorat Peninjauan
Kembali Tata Usaha Negara. 1

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 255

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas. melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masmg—masmg
berdasarkan peraturan yang berlaku R

S : Pasal 256 R -
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagal kelompok sesual

dengan bidang keahhannya ' | - |

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal nn'_:- L

* dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang’ dmm;uk

~ oleh Direktur J enderal Badan Perachlan Mﬂlter dan Peradﬂan - |

. Tata usaha Negara.

(3) Jumlah jabatan fungsional terscbut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan' dan. beban kclj}a '

(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsmnal dlatur sesum dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku '



- “BABV - =
BADAN PENGAWASAN

| Ba_g_ian Pertama
~ Tagas dan Fungsi

Pasal 257

‘Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Mahkamah Agung- dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan
- Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

| ©. . . Pasal 258
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
257, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
~ @ penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap

- pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; |

~ ¢. pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.
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'Ba'lgizih ‘Kedua |
Susunan Organisasi

Pasal 259 -

Badan Pengawasan terdiri dari::.: -

a.
b
c. |
d. Inspektorat Wilayah IV.

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas membenkan‘
dukungan teknis admuuslmnf kepada semua unsur ch hngkungan

Sekretariat Badan Pengawasan; - ... . o0 oo |
. Inspektorat Wilayah I, T

Inspektorat Wilayah III;

Bagian Ketlga e
Sekretanat Badan Pengawasan .

Pasa} 260

Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebaga:mana dmaaksud dalam Pasal o
260, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fung31

a.

Pasal 261

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan prograxﬁl&éija E
dan penyusunan anggaran, serta’ perbendaharaan dan
pembuatan akuntansi dan laporan keuangan '

b. - pelaksanaan urusan kepegawman,

c.

pelaksanaan penataan orgamsa51 dan ketatalaksanaan evaluas1
Jabatan dan pengembangan kmexja B : _



d. pelaksanaan urusan: dokumentam dan manajemen sistem
informasi;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan‘
di lingkungan Badan Pengawasan.

Pasal 262

Sekretariat Badan Pengawasan terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
'Bagian Kepegawaian;

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

. Bagian Umum;

Kelompok Jabatan Funvsmnal

o o o

Pasal 263

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan
- perbendaharaan serta pembuatan laporan keuangan dan verifikasi
di lingkungan Badan Pengawasan.

- Pasal 264

.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dxmaksud dalam Pasal
263, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan ba.han penyusunan rencana, program

dan anggaran; ‘

b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan
| perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran
| kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;

¢. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.
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Pasal 265

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran,
b. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;

c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 266

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunaﬁ Anggaran _
mempunyai tugas melakukan penympan bahan penyusunan
rencana, program dan anggaran. = o o

(2) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyal tugas
melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah 'pemba;yaran
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara.-

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai’ tugas- melakukan' |
pelaksanaan penyusunan lapcran keuangan dan venﬁkam

?asal 267 -

-Bagxan Kepegawalan mempunya; tugas melaksanakan urusan .
kepegawaian di hngkungan Badan Pengawasan '

" Pasal 268 e | S =
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
267, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi; pendataan
dan pengembangan pegawai serta pengeiolaan Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), adnmustram Jaba‘tam fungsmnal
pengurusan ASKIS dan dlsxphn pegawal e



b. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat,
penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;

C.. pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan
pensiun pegawai,

Pasal 269

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

a. Subbagian Umum Kepegawaian;

b. “Subbagian Mutam ‘
¢. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun,

- Pasal 270

(1) Subbaglan Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan
-~ pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian
- Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional,
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengusulan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan
dan mutasi kepegawaian. Ialnnya _

~ (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun rnempunyal tugas

melakukan penyiapan baban pengusulan pemberhentian dan

pensiun pegawai.

Pasal 271

| Baglan Organisasi dan Tata Laksana mempunya1 tugas
melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan
manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan.
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‘Pasal 272
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
271, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan. dan

evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur.dan sistem
administrasi;

c. pelaksanaan urusan dokumentam dan penyiapan- bahan
pelayanan informasi. :

Pasal 273
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
a. Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan

b. Subbagian Ketatalaksanaan;
c. Subbagian Dokumentasi dan Informasil ="

Pasal 274 -

(1) Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan
evaluasi organisasi serta penyusunan laporan.

(2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakiukan
penyiapan bahan penelaahan, penataan dan’ evaluasi
pembakuan sarana kerja, prosedur -dan sistern administrasi.

(3) Subbagian Dokumentasi’dan Informasi '-mempunyai”tugas
melakukan urusan dokumentasi dan penyiapdn:-bahan
pelayanan informasi.



Pasal 275

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,
rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan,

Pasal 276
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
275, Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksapaan urmsan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan;
b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung,
sarana dan prasarana;

C. pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan,
distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 277

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 278

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana. :
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(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai -tugas melakukan
penyiapan bahan -analisis- kebutuhan  pengadaan, - distribusi,
inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah I

Pasal 279

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta
administrasi umum di wilayah I, meliputi : Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi,
Sumatera Selatan,. Bengkulu,x Lampung, dan Bangka Belitung.

Fasal 280

Dalam melaksanakan tugas’ sebagalmana dimaksud dalam Pasal

279, Inspektorat Wilayah 1 menyeleng garakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengawasan serta pemenksaan pelaksanaan telcms
peradilan di Wﬂayah L ' _ _ _

b. peiaksanaan penylapan bahan pemmusan kebljakan dan _
pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan
administrasi peradilan di wilayah I;

c. pelaksanaan penyiapan bahan _perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengawasan serta pemeuksaan pelahsanaan _
administrasi umum di WﬂayahI o R

d. penyusunan dan penyampa:lan laporan hasﬂ pengawasan di
wilayah I; :



€. penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I; _

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat
Wilayah 1.

" Pasal 281

Inspektorat Wilayah I tefdiri dé.ri:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. .- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor,

Pasal 282

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
+* ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah 1.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah 1,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
... Umum Sekretariat Badan Pengawasan.

Pasal 283

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Wilayah
I mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional auditor berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku,

Pasal 284

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional auditor yang terbagi ke dalam berbagai
kelompok sesuai dengan perundangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
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- auditor ‘senior -yang dztetapkan oleh Kepala Badan'

> Pengawasan, . - s S

(3) Jumlah jabatan fungsional’ tersebut dalam ayat (1) Pasal ini -
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban’ kerja. +

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Auditor sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. L

Bagian Kelima -
_Inspektbrat" Wilayah o

Pasal 285

Inspektorat Wilayah II mempunyal tugas melaksanakan penympan :

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta
administrasi umum di wilayah II, : Banten, DKI Jakarta (termasuk
unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat Jawa .
‘Tengah, DI Yogyakarta Iawa Tnnur dan Bah B

Pasal 286

Dalam mela.ksanakan tugas sebagaamana dimaksud daiam Pasal' e

284, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan ‘perumusan . keb13akan dan _
pelaksanaan pengawasan serta pemenksaan pelaksanaan tekms o
‘peradilan di wﬁayah I L , SR .

b. pelaksanaan peny1apan bahan perumusan kebgakan dan' _
pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan'_-“
administrasi peradilan di wﬂayah I; '



“c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
- pelaksanaan pengawasan serta peineriksaan pelaksanaan
- .administrasi umum di wilayah II; '
- d. penyusunan dan penyampaian Iaporan hasil pengawasan di
o wilayah IE e :
e pengi’ﬂmpunan evalua31 femuan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat
Wilayah II.

| Pasal 287

Inspektorat Wﬂayah I terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha; ~ *
b.: Kelompok Jabatan Fungsmnal Aud1t0r

Pasai 288 _ﬁ.

a;f”---Subbaglan Ta.ta Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
* ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah I1.
b. Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah TI,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Umum: Sekretariat Badan Pengawas_an. _

Pasal 289

B Kelompok ]’ abatan Fungsmnal Audltor dan Inspektorat Wilayah
II mempunyai tugas melakukan kegzatan sesuai dengan jabatan
| fungsmnal audltor berdasarkan peraturan pemndangan yang

' “‘.ber}aku
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“Pasal 290 | |
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejurlah
tenaga fungsional auditor yang terbagi ke dalam berbagai
kelompok sesuai dengan perundangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
auditor senior yang ditetapkan oleh Kepaia Badan
Pengawasan. e

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut dalam’ a:yat""('i')" Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kelja

(4) Jenis dan jenjang jabatan funcsmnal Amhtor sebaﬁazmana
dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan permuran
perundang-undangan yang berlaku. '

Bagian Keenam ) ' _
Inspektorat Wilayah TI1 g

Pasal 291

Inspektorat Wilayah IT mempunyai tugas mel aksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penﬁawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis dan admlmstrasz perachlan serta
administrasi umum di wilayah 1, mehputz Kalimantan Bara_t
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi’ Tenggara Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Selatan. :



 Pasal 292

_ Dalam melaksanakan tugas sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal
' _291 Inspektorat Wilayah HI menyelengg arakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
 pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis
- peradilan di wﬂayah HHK

'b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan
administrasi peradilan di wilayah I;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan

~ administrasi umum di wilayah TT; -

d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di
wilayah III;

€. penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IIT;

- f.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat

' Wﬁayah HI.

Pasal 293

_Inspektorat Wilayah III terdm darl
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompek J abatan Funcrsmnal Audltor

' Pasal 294- L

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah III.
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(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan fugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Inspekiur Wilayah I,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Umum Sekretariat Badan Pengawasan.

Pasal 295

Kelompok J abatan Funasmnal Auditor dam Inspektorat Wﬂayah
IIT mempunyai tugas melakukan keglatan sestiai dengan jabatan
fungsional auditor berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku. :

Pasal 296

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal Amhtor terdm dari sejumlah
tenaga fungszonal auditor yang terbag1 ke dalam berbagal
kelompok sesuzu dengan perundangan yancr beriaku :

(2) Kelompok i} abatan Fungswnal Auditor sebagmmana dnnaLsud |
dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
auditor senior yang dltetapkan oleh Kepala Badan;; _
Pengawasan : : -

(3) Jumlah jabatan fung31ona.l tersebat dala.m ayat (1) Pasa.i ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keqa -

(4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional Auditor sebaga:amana '
dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan* peratu:an
- perundang-undangan yang betlaku.



- - Bagian Ketujuh
- Inspektorat Wilayah IV

 Pasal 297

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi
- peradilan serta administrasi umum di wilayah IV, meliputi : Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,
~ dan Irian Jaya. | -

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal
297, Inspektorat Wilayah IV -menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penylapan bahan perumusan kebijakan dan

- pelaksanaan pengawasan serta pemenksaan pelaksanaan tekmis
' pcradzlan di wilayah IV;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan
administrasi peradilan di wilayah IV;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

 pelaksanaan pengawasan. serta pemeriksaan pelaksanaan
administrasi umum di wilayah IV;

d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di
wilayah IV;

e. penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat

- Wilayah IV.
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-Pasal 299 e

Inspektorat Wﬂayah IV terdiri dan
a. Subbagian Tata Usaha; ~ |
b. Kelompok J abatan Fungsmnal Aud1tor

Pasal 300

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah IV.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan ‘tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah IV,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Umum Sekretariat Badan Pengawasan.

S Pasal3€}1
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Wilayah
IV mempunyai tugas melakukan keglatan sesuai dengan Jabatan

fungsional auditor berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku. - ' :

Pasal 302

(1) Kelompok Jabatan Fungszonal Aud1tor terdm dan se;umlah |
tenaga fungsional -auditor yang terbagi. ke dalam berbagai
kelompok sesuai dengan perundangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional

auditor semior yang dztetapkaﬁ oleh Kepala- Badan
Pengawasan. e
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(5) Jumlan jabatan fungsional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. _

(4) Jenis dan jenjang jabatan funoszonal Audltor sebavalmana
dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

' BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- DAN PENDIDIKAN. DAN PELATIHAN HUKUM
~ DaN PERADILAN

Bagiafx Peftama
Tugas dan Fungsi

Pasal 303

Badan Penehuan dan Pengembangan dan Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerja sama antar
lembaga di dalam dan luar 'nelveri'sei‘ta pendidikan dan pelatihan
tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah
Agung dan Pencadﬂan di semua lmgkungan Perac:hla.n

~ Pasal 304

Dalam’ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
303, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendzdlkan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan menyelen ggarakan fungsi:
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a.

C.

penyiapan perumusan kebijakan:di bidang penelitian dan
pengembangan di bidang hukum.dan. peradilan, kerja sama
antar lembaga di dalam dan Iuar negeri serta pendidikan dan
pelauhan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan;

pelaksanaan kebijakan di bldang penehman dan pengembangan
di bidang hukum dan peradilan serta pendz.dﬁ{an dan pelatihan
tenaga teknis dan tenaga administrasi per. adilan di hngkuncran
Mahkamah Agung dan Pencradﬁan dl semua lmgkungam
Peradilan;

pelaksanaan administrasi Badan.

 BaginKedwa
Susunan Organisasi ... - e

 Ppasal 305

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pend1d1kan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan terdiri dari:

4.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengéfﬁﬁaiﬁgaﬁ dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan; - _'
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan;

d. Pusat Penmdxkan dan Peiatlhan Mana}emen dan

Kepemimpinan.



Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hokum dan Peradilan

Pasal 306

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan mempunyai tugas
memberikan dukungan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
306, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyeleng-
garakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program
kerja;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

¢. pelaksanaan urusan keuangan;

d. pelaksanaan wrusan administrasi dan perlengkapan.

Pasal 308

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan
dan Pelatthan Hukum dan Peradilan terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
b. Bagian Keuangan;
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c. Bagian Umum; -
d. Kelompok Jabatan Fungsional. -

Pasal 309

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
dan program kerja serta. urusan kepegawaxan orgamsam dan tata
laksana. '

 Pasal30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
309, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
dan program kerja serta penataan organisasi dan tata laksana
b. pelaksanaan penyiapan bahan urusan: kepegawalan

Pasal 312

Bagian Perencanaan dan K@pegawaian.tefdiﬁ dari:
a. Subbagian Perencanaan;' _
b. Subbagian Kepegawaian, =

Pasal 312
(1) Subbagian_ Percncanaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan:pro-
gram kerja serta penataan orgamsasz dan tata laksana. |

2) Subbaglan Kepegawman meipunyai tugas meiaicukan '
penyiapan bahan administrasi kepegawa:an prom051 mutas1 '
dan pemberhentian serta pemensiunan.



Pasal 313

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan-
bahan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan perbendaharaan
dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.

_ . Pasal 314
Dalm me_ia_ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
313, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pelaksanaan perbendaharaan;
b.. pelaksanaan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.

Pasal 315

Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 316

(1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pelaksanaan perbendaharaan.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.

Pasal 317

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi dan perlengkapan.
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Pasal 318 _ _
Dalam melaksanakan tugas’ sabatralmana dxmaksud dalam Pasa}.
317, Bagian Umum ‘mempunyai fungsiz oo e o
a. pelaksanaan surat menyurat, kears1pan penggandaan dan -
dOkUIESIltﬁSl - . o : T e e

b. pelaksanaan penyiapan bahan anah51s kebutuhan pengadaan
- ...-distribusi, inventarisasi .dan penghapusan perlengkapan

?asai 319

Bagian Umum terdiri dan :
a. Subbagian Tata Usaha; - =
b. Subbagian Perlengkapan.

- Pasal 320

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyaz mgas me:lahlkan ;zmsam
surat menyurat, kearsipan; psnggandaan dan dokamentasz

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai’ tugas meiakukan -
penyiapan bahan analisis”kebutuhan p@ﬂcradaan distribusi;
inventarisasi dan penghapgsan_p_erléngkapan; -

N Bagazm Keempa&

P@saﬁ Pemhﬁgan dan Pengem%angan E{ukﬂm daﬂ P@xadﬂm

E’asaﬁ SEE

Fusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradﬁan.

mempunyai tugas melaksanakan penehtlan dan’ pengem"sangan L

hukum dan pmacftﬁan ‘kerja sama antar Iembaga d1 dalam dan
lnar negeri. :
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EFasil} Jask

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

321, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program penelitian dan
pengembangan;

b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
penelitian dan pengembangan;

c. pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang penelitian
dan pengembangan.

Pasal 323
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan terdiri
dari :
Bidang Program dan Evaluasi;
Bidang Publikasi dan Kerja Sama;
Subbagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti.

&0 o p

Pasal 324

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program, penyelenggaraan, serta evaluasi
dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang hukum dan peradilan.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
324, Bidang Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan- ‘penyusunan” program penehtlan dan
pengembangan di bidang hukum dan peradilan; - '

b. pelaksanaan evaluasi dan - penyusunan laporan’ keglatan
penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan.
| _.-Pasal"326
Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari
a. Subbidang Program; Lo i
'b. Subbidang Evaluasi

- Pasal 327

. (I) Subb1daﬂg Program mempunyal tugas melakukan penyusunan =

- program penehﬂan dan pengembangan di: bidang hukum dan
_peradilan. |
(2) Subbidang Evaluasz mempunyal tugas meiakxﬁcan pernantauan,'
~evaluasi serta dokumentasi-dan. penyusunan laporan kegiatan .
hasil penehtxan dan pengembangan di bldang hukum dan.
peradﬂan . : L

Pasal 328

- Bldarzg Pubhkas1 dan Kexja Sama mempunyaa tugas melaksanakan L
publikasi kegiatan penelitian ¢ dan pengembangan dan kezj}a sama .-
antar lembaga, baik d1 dalam maupun 1ua1' negen d1 bxdang hukum -
dan peradﬂan SR

Pasa} 329

"Dalam melaksanakan tugas sebagaunana clnnaksud dalam Pasal
328, Bidang Publikasi dan Kerja Sama mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan publikasi dan deseminasi di bidang hukum dan
~ peradilan; - L :

b. pelaksanaan kerja sama antar lembaga, baik di dalam maunpun
~luar negeri di bidang hukum dan peradilan, - ;

- Pasal 330 :
‘Bidang Publikasi dan Kerja Sama terdiri dari :

a. Subbidang Publikasi;
b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 331

- (1) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
- bahan pelaksanaan publikasi dan desiminasi hasil penelitian
dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan.

(2) Subbidang Kerja Sama- mempunyai tugas melakukan kerja
+  sama antar lembaga, baik di dalam maupun luar negeri di
~ bidang hukum dan peradilan, - -

Pasal 332

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat’ Penelitian dan
- Pengembangan Hukum dan Peradilan. o

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugasnya secara

‘operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, secara administra-

tf bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Publikasi dan
‘Kera Sama, 0
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“Pasal 333
Kelompok Jabatan Peneliti dari Asisten Peneliti sampai dengan
Peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Peradilan mempunyai tugas melakukan - pengkajian, uji
kelayakan rencana kebijakan, dan pengcmbangan model chbzdang
~ hukum dan peradﬁan '

Pasal 334

(D Kelompok Jabatan Fu.ncrsxonal Penehtz te,rdm dan beberapa'
sub kelompok sesuai dengan tugas dan ﬁmgSI Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.

(2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Peradilan mengkoordma51kan pelaksanaan tugas kelompok
_jabatan fungsional peneliti. ' o :

(3) Jumlah peneliti -disesuaikan dengan kebutuhan dan ‘beban
kerja. S

(4) Jenjang jabatan fungsional penelm dlamr sesuai:dengan

~ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. . Bag'nan Kehma B o '; e
Pusat B?endldxkan dan Pelatihan Tekms Peradllan

: Pasal 335

Pusat Pendldlkan dan Pelauhan Tekms Peradﬂan mempunym tugas
melaksanakan, mengkoord1na51kan membina pendidikan dan
_pelatihan teknis ‘peradilan kepada tenaga tekzus yudlszal dan

administrasi peradﬂan S T e



Pasall 336

_ - Dalam. melaksanakan tugas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal
335, Pusat Pendidikan. dan: Pelatzhan Tekms Peradﬂan
S __menyelenggarakan fungsi ;- '

Gl Qelaksanaan pembmaan penyusunan pedomzm pendidikan dan
- pelatihan tenaga teknis yudisial dan administrasi’ peradilan;

| - b. pelaksanaan penyusunan program, kurikulum dan silabus serta
- metode dan standansasz. diklat tekms perach}an

c _' "pelaksanaan urusan tata usaha
Pasal 33'7

| i _Pusat Pendldikan dan Pelamhan Tekms Peradﬂan terdm dan
Bidang Program dan Evalua31 |

_Bidang Penyelenggaraan Pendxdlkan dan Pelatxhan
Subbagian Tata Usaha; ' :

i Kclompok Jabatan Fungsmnal

o -gp_.'gs“. o

Pasal 338

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan -program, kurikulum dan' silabus serta metode dan
standarisasi. diklat serta, _eyal_uasi-_ dan penyusunan.laporan.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dm:xaksud dalam Pasal
1338, Bldang Program: dan Evaluasz mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, kunkulum dan silabus serta
" metode dan standarisasi pendidikan dan pelaﬂhan serta kex}a
sama di bidang teknis peradilan; BT
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b.  pelaksanaan. penyusunan evaluas1 dan. pelaporan keo1atan
penchdlkan dan- pelanhan e e e

Pasal 340

Bidang Program dan Evaluasz terdm dari:

a. Subbxdang Program dan Ker_;a Sama
b. Subb.tdang Evaluasi dan Laporan.

'4 Pasal 341 -

(1) Subbidang Program ‘dan Kerja Sama mempunyai tugas

melakukan penyusunan program kurikulum dan silabus serta

“métode dan standarisasi’ pendidikan dan pelatihan serta

pdaksanaan keija sama di badang teknis peradilan kepada

" tenaga teknis yudisial, tenaga admm13trasx penoachlan dan
tenaga pengajar.

(2) Subbidang Evaluas1 dan Laporan mempunya;l tugas melakuka:n

~ penyusunan evaluasi dan Iaporan pend;.chkan dan pelat;han
tenaga teknis peradilan. ; ; :

Pasal 342

B1da11g Penyelenggaraa.n Pendldlkan dan Pelatzhan mempunyal
tugas melaksanakan penyelenogaraan penchdzkan dan pelatlhan
tenaga teknis yudlszal dan adm;mstrasx pengadﬂan IR

| .' Pasal 345

I}a}am meh&sanakan mgas sebagaimmia dlmaksuci dalam }?asal
342, Bidang Penyeleng garaan.._Pead;dl};g_n__ gian_=:Pglat1han
melaksanakan fungsi: o S -
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- & penylapan bahan penyusunan pedoman dan: petunjuk teknis
~serta pelaksanaan pendidikan dan pelatlhan teknis peradilan;
b. pelaksanaan peny1apan fasﬂltas penyelenggaraan pendidikan
~ dan pelanhan :

| Pasal 344

Bidang Penyelenggaraan Pendldlkan dan Pelatlhan terdln dam
a. Subbidang Pengajaran;
b. Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 345 '

(1) Subbldang Pengajaran mempunya1 tugas melakukan

. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pengelolaan

pelaksanaan dan penyiapan bahan, serta alat pendidikan dan
pelatihan teknis peradilan.

(2) Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan penyiapan fa5111tas penyelenggaraan
‘pendidikan dan pelatihan,

Pasal 346

(1) Subbagian Tata Usaha mempunya;l tugas melakukan urusan
" ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Tekms Peradzlan .

(2) Subbacxan Tata Usaha dalam melakukan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, secara adminis-
tratif - bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
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- Pasal 347

Kelompok Jabatan W:dya.tswara di lmgkungan Pusat Pend1d1kan
‘dan Pelatihan Teknis Peradilan mempunyai tugas melaksanakan
pengajaran dan pelatihan serta pengkajian yang berkaitan dengan
pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan serta materi bahan

Pasal 348

(D Kelompok Jabatan Fungsional Widya;swara terdm darl |
beberapa sub kelompok sesuai dengan tugas dan fungs1 Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Tekms Peradilan..

(2) Kepala Pusat Pendldlkan dan- Pelatlhan Teknis Peradﬂan'
~ mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok ;abatan
fungsional widyaiswara. :

(3) Jumlah widyaiswara disesuaikan dengan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsmnal wzdymswara dlatur sesua:i dengan
paraturan ‘perundang-undangan yang berlaku. HE

Bagxan Keenam = o
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen o
dan Kepemimpinan =~ o

Pasal 349

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
mempunyai tugas ‘melaksanakan, mengkoordmamkan dan
membma pendidikan dan pelatlhan teknls ‘dan admlmstrasz



peradilan kepada tenaga teknis Wdiéial dan administrasi peradilan
'-.yang bcrhubungan dengan penjenjangan pangkat da.n Jabatan

?asal 350

Dalam meiaksanakan tucas sebagalmana dlmaksud dalam ?asai
349, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, penyusunan pedoman pendidikan dan
‘pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga
teknis yudisial dan administrasi peradilan;

b. pelaksanaan penyusunan program, kurikulum dan sﬂabus serta
metode dan standar1sa31 dlklat tekms dan adrmmstram
peradilan; ' '

C. pelaksanaan urusan tata usaha.

S Pasal 351
Pusat Pendldlkan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
terdiri dari :
a. Bidang Program dan Evaluasi;
b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
¢. Subbagian Tata Usaha;
d. Kelompok Jabatan Eup_g_s;onal.

Pasal 352

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
: penyusunan prooram kunkulum dan sﬂabus serta metode dan
standaﬂsam chkla.i serta evalua31 dan penyusunan laporan, =
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Pasal 353
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
352, Bidang Program dan Evaluasi mempunyai fungsi: '

a. pelaksanaan penyusunan program, kurikulum dan silabus serta
~ metode dan standarisasi pendidikan. dan pelatihan’ serta kerja
sama di bidang teknis dan ad;rmmstra31 peradﬂan o

b. pelaksanaan enyusunan: evalua51 dan pelaporan kegiatan
_pendidikan dan pelatihan. :

Pasal '354

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari: B |
a. Subbidang Program dan Kerja Sama S R
" b. Subbldang Evaluasz dan LaPDran SO

Pasa} 355

(1) Subbidang Program dan 'Kéi‘ja Sama 'niempunyai tugas
melakukan penyusunan program kurikulum dan silabus serta.
~metode dan standarisasi penchdlkan dan pelatihan serta kerja

sama di bidang teknis. dan administrasi: peradilan; kepada

tenaga teknis yudisial, tenaga administrasi pengadﬁan dan
tenaga pengajar. -

(2) Subbidang Evaluasi dan Laporax: mempunyal tuga.s melakukan
penyusunan evaluasi dan laporan pendidikan dan pelatihan.

 Pasal 356

Bxdang Penyelenggaraan Penchdxkan dan Pelatlhan mempuaym
tugas melaksanakan penyelenggaraan pendldlkan dan pelatihan,
penyiapan bahan pengajaran dan fasﬂltas tenaga tekms yudlswl-

dan administrasi pengadﬂan C



Pasal 357

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

346, Bidang Penyelenggaraan Penchdzkan dan Pelatihan

melaksanakan fungSI

a. pelaksanaan penympan bahan penyusunan pedoman dan
'petun}uk_t,ekms serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

~ teknis dan administrasi peradiian;

b. p'elaksaﬁaan penyiapan fasilitas penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan,

Pasal 358
Bidang Penyelenggaraan P_e'ﬁdidikan dan Pelatihan terdiri dari:
a. Subbidang Pengajaran; - | .
b. Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 359

(1) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan
~ penyusunan pedoman.dan petunjuk teknis serta pengelolaan
~ pelaksanaan dan penyiapan bahan serta alat pendidikan dan
pelatihan teknis- dan-administrasi peradilan,
(2) Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
- tugas melakukan penyiapan. fasilitas penyelenggaraan
- pendidikan dan pelatihan, '

Pasai 36@

(1) Subbagmn Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
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(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugasnya secara
operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan,
secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 36]: =

Kelompok J abatan Wzdywswara di hngkungan Pusat Pendldlkan
dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan merapunyai tugas
melaksanakan pengajaran  dan-pelatihan serta pengkajian yang
berkaitan dengan pengembangan mstem pendldlkan dan pelatihan
serta materi bahan ajar '

Pasai 362

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnai Wldymswara terdzr; dan
beberapa sub kelompok sesuai-dengan tugas dan fungsi Pusat
Pendidikan dan Pelatihan  Manajemen’ dan Kepemimpinan.

(2) Kepala Pusat Pendidikan dan.--_Pelatihanf;Manajemén- dan
Kepemimpinan mengkoordinasikan: pelak'sanaanﬁ:tugas -
kelompok jabatan fungsional mdyalswara L .

(3) Jumlah widyaiswara disesuaikan’ dengan kebutuhan dan beban 2

kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional widyaiswara diatur éesuai .dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



_ Eagiaén Ketujuh
- Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 363

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
- berdasarkan peraturan yang berlaku. |

o Pasal 364

o) Kélompok'lé.batan' Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini

- dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jeiljang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan’ perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 365

Badan Urusan Administrasi mempunyai tugas membantu
Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan
perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian,

finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan
kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
dan Kepaniteraan Mahkamah Agung '

- Pasal:366 -

Dalam melaksanakan mgas sebagzumana dimaksud dalam Pasal

365, Badan Urusan Administrasi menyeienggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorgamsasmn

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan - dan
~ ketatansahaan Pengadﬂan di semua hngkungan Peradilan, serta

‘kehumasan, keprotokolan dan kerumatanggaan di lingkungan

* Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepamteraan Mahkamah'
Agung; ' L : e
b. pelaksanaan urusan perencanaan pengorgamsasmn

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan

ketatansahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta

- kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan: dilingkungan :  .
- Sekretariat Mahkamah Agung dan chamteraan Mahkamah- -

Agung;
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Bagian Kedua
- ‘Susunan Organisasi

Pasal 367

Badan Urusan Administrasi terdiri dari
Biro Perencanaan dan Organisasi;
Biro Kepegawaian;

-Biro Keuangan; -

Biro Perlengkapan; -

Biro Sekretariat Pimpinan;

Biro Hukum dan Humas;

Biro Umum.

@ Mmoo oo

Bagian Ketiga
~Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 368

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi- dan pembinaan penyusunan rencana dan program,
anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di
semua hngkungan Peradilan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
368, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
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pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyusunan
rencana dan anggaran;
pelaksanaan koordinasi dan pembmaan di bzdang blmbmgan
dan monitoring; : _
pelaksanaan dan pembmaan”"dl -'-'bzdang.-;orgamsam “dan tata
laksana;

pelaksanaan evaluasi dan peloporan.

CPasalz0

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri dan '

TR N

Bagian Rencana dan Program; .. ...
Bagian Penyusunan Rencana Anggaran;
Bagian Bimbingan dan Monitoring;

‘Bagian Organisasi dan Tata’ Laksana

Bagian Evaluasi dan Pelaporan

: Keiompok Jabatan Fungsmnal

CPasal 371

Bagian Rencana dan Program n}empunyaz tugas melaksanakan :
koordmas1 dan penyusunan rencana dan program R

Pasa! 3’72

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dnnaksud dalam Pasal
371, Bagian Rencana dan * Program mempunyai fung51 '

a.

b.

c.

pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan penyapan data .
“rencana dan program;’ o

pelaksanaan penyusunan rencana dan program wﬂayah I
pelaksanaan penyusunan rencana dan program wilayah II.
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Bagian Rencana dan Program terdiri dari :
a. Subbagian Data;

b. Subbagian Rencana dan Program I
c. Subbagian Rencana dan Program IL;

Pasal 374

(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data rencana dan program.

(2) Subbagian Rencana dan Program I mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana dan program wilayah I,
meliputi wilayah : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

(3) Subbagian Rencana dan Program II mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana dan program wilayah II,
meliputi wilayah : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara dan Irian Jaya.

Pasal 375

Bagian Penyusunan Rencana Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan, pengolahan data dan penyusunan
rencana anggaran.
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. Pasal 376 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam Pasal
375, Bagian Penyusunan Rencana Anggaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan penyajian data
rencana anggaran,

b. pelaksaan penyusunan anggaran pe’ndapatan dan belanja serta
pemrosesan permintaan anggaran belanja dari wﬂayah I

¢. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
serta pemrosesan permintaan anggaran belanja dari
wilayah I

Pasal 377
Bagian Penyusunan Rencana Anggaran terdiri dari :
a. Subbagian Data; .
b. Subbagian Rencana Anggaran I;
¢. Subbagian Rencana Anggaran 1L

Pasal 3’78

(1) Subbagian Data mempunyal tugas n}elakukan pengumpulan
pengolahan dan penyajian data rencana.

(2) Subbagian Rencana Anggaran I mempunyai mgas melakukan
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta
pemrosesan permintaan anggaran belanja dari wilayah I
meliputi wilayah: Nanggroe Aceh. Darussalam, Sumatera
Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengklﬂu, Lampung, Bangka Behtung, Banten, DKI ] akarta
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta Jawa Timur
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(3) Subbagian Rencana Anggaran IT mempunyai tugas melakukan
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta
-pemrosesan permintaan anggaran belanja dari wilayah II
meliputi wilayah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara dan Irian Jaya.

Pasal 379

Bagian Bimbingan dan Monitoring mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan monitoring teknis pembuatan
rencana, program dan anggaran.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

379, Bagian Bimbingan dan Monitoring mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan bimbingan dan monitoring teknis pembuatan
rencana dan program;

b. pelaksanaan bimbingan dan monitoring teknis pembuatan

penganggaran;

pelaksanaan monitoring rencana, program dan penganggaran;

d. pelaksanaan urusan tata usaha.

L3

Pasal 381

Bagian Bimbingan Teknis terdiri dari:

a. Subbagian Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Pro-
gram;

b. Subbagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran;

c. Subbagian Tata Usaha Biro.
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Pasal 382

(1) Subbagian Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan
Program mempunyai tugas melakukan bimbingan dan
monitoring teknis pembuatan rencana dan program.

(2) Subbagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran
-mempunyai tugas melakukan bimbingan dan monitoring teknis
pembuatan penganggaran.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas . melakukan
urusan tata usaha Biro. L

Pasal 383

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan
pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta
ketatalaksanaan. :

Pasal 384 : i
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 383, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunym fungsz
a. pelaksanaan penataan dan evaluasi orgamsa51 '

b. pelaksanaan penyusunan pem’bakuan sarana kelja prosedur
dan sistem administrasi serta kctatalaksanaan

¢. pelaksanaan pembakuan kinetja dan anahsw dan perumusan
beban kerja serta penilaian kmez:}a organisasi.
Pasal 385

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdm dan
a. Subbagian Organisasi;



b. Subbagian Tata Laksana; - °
= Subbagmn Akuntabﬂltas

(1) Subbagzan Orgamsas: mempunyal tugas melakukan penataan
+-dan’ evaluasi organisasi: LT

_(2) Subbagmn Tata Laksana mempanyaz tucas melaknkan

' adzmmstram serta ketatalaksanaan

(3) Subbagian Akuntabilitas mempunyai tugas melakukan
pelalxsanaan pembakuan’ kme:tja dan analisis dan perumusan
beban kmja serta pemlalan kmeija orgamsa31 i

Bagian Evaluam dan Pelaporan mempunyal tugas melaksana&n
penyusunan evaluasi dan peiaporan atas penyelenggaraan pro-
gram ke]:]a & . .

7 Pasal 388 ¢ | .
. Dalam melaksgnakan_ tugas sebaga:amana dlmaksud dalam Pasai
387 Baglan Eval 31 dan Pelaporan mempunyai ﬁmg31 :

a. Pelaksanaan Penyusunan evaluam atas penyelenggaraan dan
- hasil program kerja; |

b. pelaksanaan penjusunan laporan atas program keqa

Pasal 389

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdm dan
a. Subbagian Evaluasi;= a.d wnt aeh
b. Subbagian Pelaporan.
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Pasal 390

(1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasz
atas penyelenggaraan dan hasil program ketja. =~

(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyusunan laporan atas program kerja.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian

Pasal 391

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumsan
kepegawaian dan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah
Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. -

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa}
391, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksananaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan; _

b. pelaksanaan pengurusan administrasi pengadaan, pengang-
katan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, promosi dan mutasi
kepegawaian serta usulan pembenan tanda penﬁhargaan bag1
pegawai di wilayah I; St AR

c. pelaksanaan pengurusan administ}ta'si----'_-pen'g'adaan;_; _
pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, promosi dan
mutasi kepegawaian serta usulan pemberian tanda penghargaan
bagi pegawai di wilayah II;



- d pelaksanaan adxmmstram pemberhentlan pensmn pegawai
_'.'_.ﬁ:-Mahkamah Agung dan Pengadﬂan di semua hngkungan
- Peradilan;

& ,_pelaksanaan pengurusan adzmmstram Jabatan fungsxonal

Pasal 393
Biro Kepegawaian terdiri dari ; B
Bagian Umum Kepegawaian; - b
Bagian Mutasi I;
Bagian Mutasi I C
- Bagian Pemberhentian dan Pensiun;
- Bagian Adm;mstram Jabatan Fungsmnal

Mmoo Ao oop

I{elompok J abatan Funﬂsmnal

Pasal 394

_Baglan Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelaksanaan penyusunan forma31 pendataan dan pengembangan
__pegawzu B :

Pasal 395

Dalam meiaksanakan tugas sebagzumana dzmaksud dalam Pasal
: 394 Bagian Umum Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data kepegawaian;

b.. pelaksanaan kebutuhan pendidikan dan.pelatihan pegawzu dan
~. pengolahan data’ pecawaz serta. tauda penghargaan

c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro s
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Pasal 396
Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Data Pegawai;

b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 397

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai serta tanda penghargaan.

(2) Subbagian Data Pegawai mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaaan o

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha Biro.

Pasal 398

Bagian Mutasi I mempunyai tugas me]aksanakan pengurusan
administrasi pengadaan, pengangkatan ‘kenaikan pangkat
kenaikan gaji, promosi. dan mutasi kepegawalan di Wllayah 1
meliputi wilayah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta Jawa Tlmur ' -

Pasal 399 o

Dalam melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud daiam Pasal
398, Bagian Mutasi I mempunyai fungsi :



.
b.

o a.

pelaksanaan urusan tata naskah mutasi pegawai di wilayah I;

pelaksanaan pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, promosi da.n mutasi I{epegawmaﬁ di
wilayah I A;
pelaksanaan pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di
wilayah I B.

Pasal 4@@_ -

Bagian Mutasi I terdiri dari :

Subbagian Tata Naskah Mutasi i;-'

c. Subb_a_gi'a'xi' Mﬁta_si" Pegawai oo

(1)

Pasal 401
Subbagian Tata Naskah Mutasi I mempunyai tugas melakukan

- urusan tata naskah mutasi pegawai di wilayah I, meliputi

5__wﬁayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau,

o Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
' Lampun Bangka Belitung, Banten, DKI J akarta, Jawa Barat,
: Jawa Tengah DI Yocryakarta Jawa Timur.

(2)

Subbagxan Mutasi Pegawm IA mempunyai tugas melakukan
pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di wilayah I
A meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Riau, Sumatera Barat, Jambi, Surnatera Selatan Benckulu

| 7Lampung, dan Bangka Behtung,
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3) Subbagxan Mutasz Pegawal IB. mempunyai tugas melakukan o
pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di wilayah I
B meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah
DI Yogyakarta, Jawa Tlmur, dan Bah ) : -

Pa'sa‘l 402

Baglan Muta51 Wilayah 1I mempunyal tugas meiaksanakan
pengurusan administrasi pengadaan, pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di
wilayah II, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ‘Sulawesi Selatan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku
Maluku Utara dan Irian Jaya. - R

~ Pasal 4{}3 '

Dalam meiaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal :
402, Bagian Muta51 II mempunyal fungsi: - o '

a. pelaksanaan urusan tata naskah mutasx pegawai d1 w11ayah
IT; e . -
b.- pelaksanaan pengurusan pengadaan pengangkatan kcnmkan -
. pangkat, kenaikan' ga;:t, prom051 dan mutasa kepegawman di -
wﬂayah I A; R : :

c. . pelaksanaan pengumsan pengadaan pangangkatan kenalkan '

‘pangkat, kenaikan gaﬁ promosa dan mutas1 kapegawaian di "
: wﬂayah e : :



| :-_Baglan Mutasz II terdm dan

A
b.

C.

(1)

Subbaglan Tata Naskah Mutas1 I o
Subbagian Mutasi PegawaJ mA;
Subbagian Mutasi Pegawai IB.

. Pasal 405
Subbagmn Tata Naskah Mutasi I mempunyai tugas melakukan

- urusan tata naskah mutasi pegawai di wilayah I meliputi
_' * Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
" Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi

| (2)

Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi: Selatan, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
dan Irian Jaya.

Subbagian Mutasi Pegawai II A mempunyai tugas melakukan
pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di wilayah IT

- Ameliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

)

Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara,
Sulawes1 Tengga:ra Sulaweszt Tengah dan Sulawesi Selatan.

Subbagmn Mutasi Pegawai II B mempunym tucras melakukan
pengurusan pengadaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian di wilayah II
B meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya. '
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Pasal 406 -

Baglan Pemberhent1an dan Pensiun mempunyai tugas
melaksanakan penympan bahan penetapan pemberhen’uan dan
pensiun pegawai. .

Pasal 40'7

Dalam- melaksanakan tugas sebagalmana d:lmaksud dalam Pasal' |
406, Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai fung31 :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pemberhenﬁan dan
: pensmn pegawal W11ayah I A; '

b. ‘pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pemberhent;an dan‘ :
pensiun pegawai wﬂayah 1B; :

c. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pcmberhentlan dan
| pensmn pegawal Wﬂayah II ' G TR I &8

PTG, e B e
Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan terdiri dari; _
a, _Subbagian-Pemberhéntian.:dan-]?ensiun Pegawai 1A; .00
b. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai IB: « =+
¢c. Subbagian Pemberhentian ‘dan Pensiun Pegawai IL -+ -
Pasal 409

(1) Subbagian Pemberhentian dan Pensxun Pegawa1 IA
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan

pemberhentian . dan’ pensiun::pegawai-wilayah 1A meliputi: -

wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan Bengkulu -
Lampung, Bangka Belitung. "



(2) Subbagian Pemberhentian. dan Pensiun Pegawai IB

- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan
pemberhentlan dan pensiun pegawai Wﬂayah 1B meliputi
wilayah: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur.

(3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Il mempunyai

.+fugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian

dan pensiun pegawai wilayah II meliputi wilayah: Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

- Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,

_ Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat,

* Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.
 Pasal 410

Baglan Admmxstram Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan program dan data, sertifikasi dan angka
kredit, serta evaluasi jabatan fungsional.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
410, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan data, sertifikasi dan
angka kredit jabatan fungsional;
b. pelaksanaan penyusunan evaluasi jabatan fungional.

Pasal 412

Baglan Admmstrasx Jabatan Fungswnal terdiri dan
a. Subbaglan Sertifikasi- dan Angka Kredxt
b. Subbaglan Evaluasi.
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o . Pasal 413 . . .. .
(1) Subbagian Sertifikasi dan Angka Kredit mempunyai tugas
melakukan penyusunan program -dan data, semﬁkam dan
angka kredit jabatan funcsmnal : -

(2) Subbagian Evaluasi mempunyal tugas melakukan penyusunan
evaluasi jabatan fungsional. :

Bagian Kelima
Biro Keuangan

Pés'al 414 o

Biro Keunangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuvangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadﬂan d1
semua lingkungan Peradﬂan S

Pasal 415 e

Dalam melaksanakan ‘tugas. sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
414, Biro Keuangan menyelenﬂgarakan fung31

a. pelaksanaan pembukuan dan penghitungan anggaraan.
pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan, pedoman
pelaksanaan penghitungan anggaran dan tuntutan ganti rugi,
pengelolaan pembendaharaan - dan ‘pengelolaan™ utusan
pembayaran gaji serta penyusunan perencanaan,; pemantauan
dan perkembangan penerimaan negara bukan pajak di
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua Imgkungan Badan

- Peradilan;. o _

b. pelaksanaan pembmaan pembukuan dan penghxtungan

anggaran; : '



c. pelaksanaan pembinaan pembiayaan dan pertanggungjawaban
- keuangan

d.. pelaksanaan pembmaan pengh1tungan anggaran dan tuntutan
ganti rugi;

e. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pembayaran gaji
Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RT;

f. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan dan
perkembangan penerimaan negara bukan pajak;

g. pelaksanan urusan fata -usﬂha Biro’.

Pasal 416

Biro 'Keuvangan terdiri dan

Baglan Akuntan51 ‘_ |

Bagxan Pelaksanaan Anggaran;

Bagian Verifikasi dan Tuntutan Gantl Rugx,
Bagian Perbendaharaan,

Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

rh e e oo

Kelompok Jabatan Fungsional.

~ Pasal 417

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan
pembinaan pembukuan dan penyusunan penghitungan anggaran.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
417, Bagian Akuntansi mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan penyiapan pembukuan dan penyusunan
~ penghitungan anggaran Wﬂayah 1A; _

b. pelaksanaan penylapan pembukuan dan penyusunan
~ penghitungan anggaran wﬂayah 1B;. .

C. '"pelaksanaan penyiapan pembukuan dan penyusunan

- penghitungan anggaran wﬂayah II o :

Pasal 419

Baglan Akuntansz terdm dan
a. Subbagian Akuntansi IA; _
b. Subbagian Akuntansi I B;
c. Subbagian Akuntansi II..

Pasal 420

(1) Subbaozan Akuntans1 I. A mempunyaj tugas melakukan
penyiapan pembukuan dan penyusunan penghitungan
anggaran di wilayah I A meliputi wilayah Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, -Jambi,
Surnatera Selatan, Bengkuiu, La.mpung, Bangka Behtung

(2) Subbagian Akuntans1 | B mempunya1 tugas melakukan
penyiapan pembukuan dan penyusunan penghltungan'
anggaran di wilayah I B meliputi wilayah:, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

(3) Subbagian Akuntansi Pengadllan Wilayah II mempunyai tugas
melakukan pembukuan dan pényusunan penghitungan
 anggaran di wilayah I meliputi wilayah: Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kahmantan Selatan, Kalimantan Timur,
Gorontalo, ‘Sulawesi Utara Sulawes1 Tenﬂgara Sulawe31
“Tengah, Sulawesi Selatan, Bah Nusa Tenggara Barat ‘Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara. dan’ Inan }aya



- Pasal 421
~Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyax tugas melaksanakan
dan melakukan pembmaan urusan pembiayaan dan pertanggung

Jawaban keuangan Mahkamah Agung dan Pengadﬂan di semua
lingkungan Peradilan, :

Pasal 422
Dalam melaksanakan tucrasnya sebagaunana dimaksud dalam
Pasal 421, Bagian Pelaksanaan Anggaran’ mempunyzu fungs1
a. pelaksanaan penyiapan bahan dan pemberian b1mbmgan dan
pengarahan terhadap penggunaan anggaran wilayah I A;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan dan
pengarahan terhadap penggunaan anggaran wilayah I B;
¢. pelaksanaan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan dan
v pengarahan terhadap penggunaan anggaran wilayah II.

Pasal 423 '

.Barrzan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari =
a. Subbagmn Pelaksanaan Anggaran TA;
b Subbag13.n Pelaksanaan Anggaran I B;

. Subbagian _Pelaksanaan Anggaran I1,.

Pasal 424

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I A mempunyai tugas
mélakukan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan dan
pengarahan terhadap penggunaan anggaran di wilayah I A

: meliputi wilayah : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera

Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, Bangka Behtung
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(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran 1 B mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan dan
pengarahan terhadap penggunaan anggaran di wilayah 1 B
meliputi wilayah: Banten, DKI- Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. . .

(3) Subbagian Pelaksanaan -Anggaran II mempunyal tugas

melakukan penyiapan bahan dan pemberian bimbingan dan
pengarahan terhadap penggunaan anggaran di wilayah II
meliputi wilayah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tlmur, Gorontalo Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Sulawes1 Selatan,
Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara szur Maluku
Maluku Utara dan Irian Jaya. :

 Ppasal 425

Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rucri mempunyal tugas
mela.ksanakan penyusinan pedoma.n pelaksanaan penﬂnﬂmga;n
anggaran dan tuntutan ganu rugi-di hngkungan Mahkamah Aguna
dan Pengadﬂan di semua hngkungan Peradﬂaﬂ o

PasaE 426 -

Dalam me:laksanalgan tugas sebagalmana dimaksud da}am Pag,a;i
425, Bagian Verifikasi dan- Tuntutan - Ganti- Rugx Iilﬁﬂlpﬁnf}f&l

a.

pelaksanaan penyiapan bahan pedoman pengh1tungan
anggaran dan ganti rugl wilayah T Ay

pelaksanaan penympan bahan pedoman penghltungan S

anggaran dan ganti mgx wilayah I B;
pelaksanaan penympan ‘bahan pedaman peﬁohimngan
anggaran dan’ ganti rugi wilayah II o
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' Pasal 427 E

- Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :

a,;
0.
c.

()

Subbagian--'Veriﬁkasi-'dan Tuntutan Geanti Rugi I A;
Subbagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B,;
Subbagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi 11,

Subbagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I A mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, penelitian,

~ pembinaan, dan penyusunan laporan tentang verifikasi dan

tuntutan ganti rugi di wilayah I A meliputi wilayah : Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka

- Belitung.

@)

_Sub}_jégian Vexiﬁkasi dan_Tuﬁtutan Ganti Rugi I B mempunyai

- tugas’ melakukan penyiapan bahan pencatatan, penelitian,

3)

212

penyiapan pembinaah_dan_'penyus_unan laporan tentang
verifikasi dan tuntutan ganti rugi di wilayah I B meliputi
wilayah : Banten, DKI J akarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur.

Subbagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi II mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, penelitian,
penyiapan pembinaan dan penyusunan laporan tentang
verifikasi dan tuntutan ganti rugi di wilayah II meliputi
wilayah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara,
Suiawcsi_Tengg_ara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku
Utara dan Irian Jaya.



Pasal 429

Bagian Perbendahazaan ‘mempunyai tugas melaksauakan
penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan serta
pengelolaan urusan pembayaran gaji di Kesekretanatan ‘dan
Kepaniteraan Mahkamah Agung RIL -

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal

429, Bagian Perbendaharaan mempunyal fungsa T

a. pelaksanaan penyiapan bahan . penyusunan, pedoman dan
petunjuk Ketatausahaan Perbendaharaan, . -

b. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pembenan
pertimbangan mengenai penyelesaian masalah Perben-
daharaan;

c. pelaksanaan penyzapan bahan pemmbangan dalam pembmaan
Bendaharawan; :

d. pelaksanaan urusan Pembayaran ga_u Mahkamah Agung
Fasal 431

Baglan Perbendaharaan terdm dan

a. Subbagian Tata Usaha; b
b. Subbagian Penilaian: Peibendahaman
c. Subbagian Pembayaran Gaji. -

(1) Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan tata usaha dan penyusunan laporan realisasi
penguasaan, pengurusan dan pertanggung Jawaban
bendahaxawan SR bty dpiues oh



(2) Subbagian Penilaian Perbendaharaan mempunyai tugas
< penyiapan dan pengumpulan bahan untuk penilaian terhadap
- tuntutan pembayaran dan pemberian ganti rugi.
(3) Subbagian Pembayaran Gaji mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji
di lingkungan Mahkamah Agung.

Pasal 433

Bagian Penerimaein Negara Bukan Pajak mempunyai tugas
melaksanakan peﬁyiapan, penyusunan perencanaan, pemantauan
dan penelaahan perkembangan penerimaan negara bukan pajak
dari Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 433, Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai

fungsi: S S _ .

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan, penyusunan
perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dari
Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,
dan Peradilan Agama;

b. pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan perencanaan,
pemantauan dan penelaahan perkembangan penerimaan negara
bukan pajak dari Peradilan Umum;

¢. pelaksanaan penyiapan baban, penyusunan perencanaan,
pemantavan dan penelaahan pérkembangan penerimaan negara

- bukan pajak dari Peradilan Agama;

d. pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan perencanaan,
pemantauan dan penelaahan perkembangan penerimaan ne gara
bukan pajak dari Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
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+ Pasal 435+
Bagian Penerimaan Ne'ga"ré Bukan Pajak terdiri dari :
a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan A;
b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan B;

c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan C.

Pasal 436

(1) Subbagian Penerimaan Negara"Bukan-Pajak"Peradilan"A
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,
penelaahan data serta informasi lainnya dalam rangka

penyiapan bahan, rencana penerimaan dan. pemantauan

pelaksanaan kebijakan pungutan penerimaan negara bukan
pajak yang berasal dari Peradilan Umum '

(2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pa_]ak Peradﬂan B
mempunyai tugas ‘melakukan pengumpulan ‘pengolahan,

penelaahan data serta informasi lainnya-dalam ‘rangka

penyiapan bahan, rencana penerimaan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan pungutan penerimaan’negara bukan
pajak yang berasal dari Peradilan Agama.

(3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan’ Pajak Perachlan C
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,
penelaahan data serta informasi lainnya dalam rangka
penyiapan bahan, rencana penerimaan dan pemantauan

pelaksanaan kebijakan pungutan penerimaan negara’ bukan
pajak yang berasal dari Peradl,lan Mlhter dan Tata Usaha

Negara.



Bagian Keenam
- Biro Perlengkapan

- Pasal 437

Bn'o Pe;lenckapan mempunyaz tugas melalcsanakzm peno'elolaan
di bidang perlengkapan sarana dan prasarana pengadilan di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan serta di lingkungan Sekretariat Mahkarnah
~Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung..

~ Pasal 438

Dala.m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
‘437, Biro: Perlcngkapan menyelenggarakan fung81 |

a. pelaksanaan anahsa kebutuhan barang di wﬂayah I;
b ; P;el@i;__cs_anaan :'._:_1_11::_11_1_3.':1 kebu_tuhan barang di wilayah II;

c:. pelaksanaan inventarisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan;

d. pelaksanaan administrasi penghapusan sarana dan prasarana
Mahkamah Aoung dan. Pengadzlan di semuna lingkungan
- .. Peradilan. - :

R ~ Pasal 439
Biro Perlengkapan terdiri dari :
a. Baglan Tata Laksana Pengadaari Barang I;
b. Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I;

c. Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara;
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d. Bagian Administrasi Penghapusan;
e. Bagian Bimbingan dan Monitoring;
f. Kelompok Jabatan Pungsiona}. L

Pasal 440

‘Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang 1 mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan analisa data kebutuhan ‘barang serta
pelaksanaan tata usaha Biro Perlengkapan wilayah: Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tenuah, DI Yogyakarta, Jawa
Timur.

Pasal 441

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dzmaksud dalam Pasal
440, Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang 1 mempunyal fun0"51

a. pelaksanaan peny1apan bahan penga.nahsaan data kebumhan" '
“perlengkapan; , : ST

b. pelaksanaan penyiapan bahan pembmaan dan petunjuk tekms
pengendalian dan evaluasi kebutuhan perlengkapan;

c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perlengkapan;

d. pelaksanaan penyiafpan'evaluasi pengadaan'barang.'f' '

3 Pasai 442 |
Bagian Tata Laksana Pencadaan Barang I terdxn dam p o
a. Subbagian Analisa Kebutuhan Pengadaan: Barang I

b. Subbagian S_tandansasx Pengadaan ‘Barang I;
¢c. Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang L-

A47



- Pasal 443

(1y Subbagian Analisa’ Kebutuhan Pengadaan Barang I
mempunyai tugas melakukan penyiapan, penghimpunan dan
pengolahan data pembakuan kebutuhan barang inventaris.

(2) Subbagian Standarisasi Pengadaan Barang I mempunyai tugas

- .. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

pengendalian kebutuhan pengadaan barang inventaris.

(3) Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang I mempunyai tugas

- melakukan penyiapan bahan evaluasi pengadaan barang
‘wilayah I

' Pasal 444

Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang Il mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan analisa data kebutuhan barang serta
pelaksanaan tata usaha Biro Perlengkapan wilayah: Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Gorontalo, Suiawesi-Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Maluku: Utara dan Trian Jaya.
. Pasaldds

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
444, Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang Il mempunyai
fungsi: o
a. pelaksanaan penyiapan bahan penganalisaan data kebutuhan

perlengkapan; e
b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pengendalian dan. evaluasi kebutuhan perlengkapan;
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perlengkapan;
d. pelaksanaan penyiapan evaluasi pengadaan barang.

o
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~Pasal 446
Bagxan Tata Laksana Pengadaan Barang II terdiri dari:
a. Subbaolan Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang II

b. Subbagian Standarisasi Pengadaan Barang II;
c. Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang Il

Pasal 447 .

(1) Subbagian Anahsq Kebutuhan Pengadaan Barang I
mempunyai tugas melakukan penyiapan, penghimpunan dan
pengolahan data pembakuan kebutuhan barang inventaris,

(2) Subbagian Standarisasi Pengadaan Barang Il mempunyai tngas
melakukan penyiapan bahan pembinaan dan petun}uk teknis
pengendalian kebutuhan pengadaan barang mventans _

(3) Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang II. mempunyai tuvas
melakukan penyiapan bahan evaluasi pengadaan -barang.
wilayah II. o

- .Pasal 448 | .
Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan inventarisasi pemenuhan kebutuhan

sarana prasarana Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan.

__ - Pasai 449 o o

Dalam melaksanakan tugas sebacraamana chmaksud dalam Pasai,
448, Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan pembukuan pemenuhan

kebuinhan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Pencadﬂzn‘f

di semua lingkungan Peradilan; : -



b. pelaksanaan penyiapan bahan pendataan inventarisasi sarana
dan prasarana;

c. pelaksanaan penylapan bahan pembuatan statistik dan
pelaporan. :

Pasal 450

Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara terdiri dari:
a. Subbagian Pendataan;

b. Subbagian Pembukuan dan Neraca;

c. Subbagian Statistik dan Laporan.

Pasal 451
(1) Subbagian Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan
pendataan bahan inventarisasi barang kekayaan negara.

(2) Subbagian Pembukuan dan Neraca mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembakuan dan neraca barang
inventarisasi kekayaan negara.

(3) Subbagian Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan statistik dan pelaporan.

Pasal 452

Bagian Administrasi Penghapusan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan administrasi penghapusan sarana dan
prasarana Mahkamah Agung dan Pengachlan di semna lingkungan
Peradilan.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
452, Bagian Administrasi Penghapusan mempunyai fungsi:
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a. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi penghapusan dan
penilaian sarana dan prasarana -Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan:

b. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pérubahan status.
perlengkapan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan tata wsaha barang milik/
kekayaan negara; e -

d. pelaksanaan Tata Usaha Biro. -~

Pasal 454 . . .
Bagian Administrasi Penghapusan terdiri darl o
a. Subbagian Standarisasi dan Penilaian;

b. Subbag1an Adxmmstram Pembahan Status Perlengkapan,
c. Subbagian Tata Usaha Biro.

PasaE 455

(1)} Subbagian Standaﬂsasz dan Penﬂman mempunyal mgas
melakukan penyiapan bahan standarisasi dan penilaian sarana
dan prasarana Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan. _

2) Subbagian Administrasi Perubahan Status Perlengkapan
mempunyai tugas melakokan penyiapan bﬁha}; &dzmmstms;
perubahan status perlengkapan. e

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas meiakukan tata’
usaha Biro.

Pasal 456 |
Bagian Bimbingan dan Momtormg mempunyai fmgas'
melaksanakan penyiapan kebijakan bzmbmgan d*m momtomng

e A



pelaksanaan dan pengadaan, penyaluran, inventarisasi,
penyimpanan dan perawatan serta penghapusan sarana dan
prasarana pengadilan.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 456, Bagian Bimbingan dan Monitoring mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan monitoring
sarana pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

b. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan monitoring
sarana pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama;

¢. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan monitoring
sarana pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan
~-Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Pasal 458
Bagian Bimbingan dan Monitoring terdid daii :
a.. Subbagian Bimbingan dan Monitoring A;

b.- Subbagian Bimbingan dan Monitering B;
¢. Subbagian Bimbingan dan Monitoring C.

Pasal 459

(1) Subbagian Bimbingan dan Monitoring A mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan dan monitoring di
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
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(2) Subbagian Bimbingan dan Monitoring B mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan daﬁ monitoring di
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

(3) Subbagian Bimbingan dan Monitoring C mermpunyai fugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan dan monitoring di
lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara. .

Bagian Ketujoh
Biro Kesekretariatan Pimpinan

Pasal 460

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas ma}aksaﬁekm
perumusan pelayanan administrasi: kepada Pimpinan Malikamah
Agung.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal
460, Biro Sekretariat Punpman menyeienggaiakan funfrs}

a. pelaksanaan pelayanan urusan adzmmstiasz pada %@h@t&n&i
Ketna Mahkamah Agung, Ketua Muda Perdata dan Ketua
Muda Perdata Niaga;

b. pelaksanaan pelayanan urusan admlmstraw pada Sekretariat
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidanrf Yudmm} Ketua MHd‘L
Pidana dan Ketua Muda Pidana Khusus _

¢. pelaksanaan pelayanan urusan adrmmstram pada Sekretamat
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bzdang Non Yudisial, Ketua.:
Muda Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Pzdana Mjhter

L Tals]



d. pelaksanaan kebijakan pelayanan urusan administras pada
Sekretariat Sekretaris Mahkamah Agung, Ketua Muda
Pengawasan dan Ketua Muda Agama;

e.  pelaksanaan pelayanan urusan administrasi pada Sekretariat
Badan Urusan Administrasi dan Ketua Muda Pembinaan,

Pasal 462
Biro Sekretariat Pimpinan terdiri dari:

Bagian Kesekretariatan Pimpinan A;
Bagian Kesekretariatan Pimpinan B;
Bagian Kesekretariatan Pimpinan C;
Bagian Kesekretariatan Pimpinan D;
Bagian Kesekretariatan Pimpinan E;
Kelompok Jabatan Fungsional.

A

Pasal 463

Bagian Kesekretariatan Pimpinan A mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelayanan urusan administrasi pada
Sekretariat Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda Perdata dan
Ketua Muda Perdata Niaga.

Pasal 464
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 465, Bagian Kesekretariatan Pimpinan A mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua
Mahkamah Agung;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
Perdata;
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c. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
. rerdata Niaga.

N IR I Pasal%s
Bagzan Kesekretamatan Pimpman A teu:hn daﬁ demis
a;Subbagian Kesekretariatan: Ketoa Mahkamah Agun
b. - Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Perdata;
¢~ “Subbagian Kesekietariatan: Kenia Muda Perdata Niaga:

?asaE 465

(1) Subbagian Kese}\remmatan Kema Mahkamah Agung
mempmyal tugas me!a}mkan penylapan bahan pelayanaﬂ
*" urusan ‘administrasi dan rumah tangga’ pada Kema Mahkamah:
Agung.

(2) Subbagmn Kesehetaﬁatan Ketua ‘Mitida Perdata’ mampunyai
tugas” ‘melakukan ‘pényidpan ‘bahan pelayanan trnsan
administrasi dan rumah langga pad;a Ketua Muda Perdata.

(3) Subbagian. Kesekietanatan Ketua Muda Perdata Miaga
mempunyfn ‘tugas elakukan’ penyiapan bahan: pelayanan'
“urusan’ adn:nmstrasz dan mmah tangga pada Ketua Mudfz
Perdata Nlac"a RS C A [EPRSE TR

< Pasal 467

Baglan Kesekretauatan Pnnpman B mcmpunyal tugas
melaksanakan penyzapan pelayanan urusan “administrasi- pada
Sekretariat Wakil Ketua Mahkamah Agun ‘Bidang Yudzsml Ketua '
Muda P1dana dan Ketua Muda P1ciana Khusus i

/AL .



 Pasal 468

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 467, Bagian Kesekretariatan Pimpinan B mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Wakil Ketua
Mahkamah Agung Bidang Yudisial;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
Pidana;

¢. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
Pidana Khusus.

Pasal 469

Bagian Kesekretariatan Pimpinan B terdiri dari :.

a. Subbagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial;

b, Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana;

¢. Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus,

Pasal 470

(1) Subbagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelayanan urusan administrasi dan rumah tangga pada Wakil

- Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,

(2) Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan urusan
administrasi dan rumah tangga pada Ketua Muda Pidana,

(3) Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus
mempunyai tugas penyiapan bahan melakukan pelayanan
urusan administrasi dan rumah tangga pada Ketua Muda
Pidana Khusus,
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R cRasal 478 e
Bagian Kesekretariatan ‘Pimpinan’ C mempunyai- tugas
melaksanakan penyiapan pélayanan vrisan. administrasi - pada
Sekretariat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial,
Ketua Muda Tata Usaha N egara dan Ketua Muda Pidana Militer.

o Pasal4r2
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana “dimaksud ‘dalam
Pasal 471, Bagian Keseheta;i_a,tar; Pimpinan C mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Wakil Ketua

Mahkamzah Aging Bidang Non Yudisial;,
b pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
Tata Usaha Negara; =~ B
¢. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekretariat Ketua Muda
Pidana Militer. T et

- . Pasal473
Bagian Kesekretariatan. Pimpinan .C -tefdiri.;.da_ri Rasnendalen s
a. Subbagian Kesekretariatan' Ketna Wakil Ketua Mahkamah

Agung Bidang Non Yudisialy oo I O EAE TR
b. Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha! Negara;
c. - Subbagian Kesekretariatan Kefua Muda' Pidana Militer.

Pasal 474
(1) Subbagian Kesekretariatan _Wak_il..Ketua_, Mahkamah Agung
Didang Non Yudisial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelayanan urusan_administrasi dan romah tangga pada

Weldl Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Vudisial. .

-



(2) Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan
. urusan administrasi dan rumah tangga pada Ketua Muda Tata

- Usaha Negara. :

(3) Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Militer
mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pelayanan
urusan administrasi dan rumah tangga pada Ketua Muda
- Pidana Militer. .

" Pasal 475

Bag1an Kesekretanatan Pimpinan D mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelayanan urusan administrasi pada
Sekretariat Sekretaris Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan
dan Ketua Muda Agama.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 475, Bagian Kesekretariatan Pimpinan D mempuonyai fungsi:

a. pelaksanaan’ pelayanan administrasi Sekretariat Sekretaris
~Mahkamah Agung; :

b. pelaksanaan pelayanan administrasi Sekrefariat Ketua Muda

Pengawasan;

c. pelaksanaan pelayanan adminisirasi Sekretariat Ketua Muda

- Agama.

Pasat 477

Baglan Kesekretariatan Pn:npman D terdiri dari :
a. Subbagmn Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung;

b. Subbaqan Kesekretanatan Ketua Muda Pcngawasan,
c. Subbag1an Kesckretariatan Ketua Muda Agama.
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Pasal 478

(1) Subbagian Kesekretariatan Sekretaris -Mahkamah Agung
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan
urusan admmzstras; dan rumah tangga pada Sekretarzs
Mahkamah Agung.

(2) Subbagian Kesekretariatan Ketua Muda Pengawasan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan
urusan adrmmstrasz dan rumah tangga pada Ketua Muda
Pengawasan : i : s b

(3) Subbagmn Kesehetanatan Ketua Muda Agama mempunyal
tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan urusan
administrasi dan rumah tangga pada Ketua Muda Agama.

 Pasal 479

Bagian Kesekretariatan Pimpinan Emempunyal ':tﬁgas
melaksanakan penyiapan pelayanan urusan administrasi pada
Badan Urusan Administrasi dan Ketua Muda Pembinaan.

 Pasal 480

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 479, Bagian Kesekretariatan Pimpinan E mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan admlmstram Sekretanat Badan Urusan
Administrasi; - -

b. pelaksanaan pelayanan adlmmstram Sekretanat Ketua Muda
Pembinaan. : :

FaYaYal



_ Pasal 481
Bagian. Kesekretariatan Pimpinan E terdiri dari :
a.’ Subbaglan Kesekretanatan Badan Urusan Administrasi;

b. Subbaglan Kesekretanatan Ketua Muda Pembmaan

Pasal 482

(1) Subbaglan Kesekretanatan Badan Umsan Administrasi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan
urusan adnnmstrasz ~dan_rumah tangga pada Badan Urusan
Admxmstram '

(2) Subbagian Kesekretarlatan Ketua Muda Pembinaan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan
urusan administrasi dan rumah tangga pada Sekretaris
Mahkamah Agung

" Bagiéh Kedelapan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

" Pasal 483

Biro Hukum: dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada
masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Agung serta
melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan teknologi
informatika, pendokumentasian dan pendistribusian peraturan di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan semua lingkungan
Peradilan.
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- Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
483, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi: o _ .

a.

pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-tundangan serta
menyelenggarakan dokumentasi. peraturan :perundang-
undangan;

pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah
atan kelembagaan negara lainnya; .. . N R TIA
pelaksanaan ‘pengelolaan pengembangan danpembinaan
perpustakaan pengadilan serta karyawan informasi Mahkamah

‘Agung: melaluj  sarana. elektronika maupun - sarana

dokumentasi; i
pelaksanaan penyusunan rencana dan _progr'a;r_z__ serta
pemeliharaan jaringan sistem dan perangkat keras informatika
Serta pemberian dukungan pada pengguna; o
pelaksanaan penyusunan rencana dan program  serta
pengembangan sistem aplikasi dan’ teknologi informasi dan

pemberian dukungan kepada pengguns,

Pasal 485

Biro Hukum dan ILIi,ﬂ:mlﬁfé"afr.1 Masyarakatterdll‘ldan e

e An oo

Begian Peraturan Perundangundangar;
Bagian Hubungan AntarLembaga, | o
Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi:
Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika;

Bagian Pengembangan Sistem Informatika_;

Kelompok Jabatan Fungsional.



| “Pasal 486
‘Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
~ melaksanakan pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-
undangan dan penyusunan konsep peraturan dalam memberikan

+bahan: pertlmbangan serta. menyelenggarakan dokumentasi
-'peraturan perundang-undangan e e

. Pasal 487 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana dimaksud dalam Pasal
+486, Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
a. " pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan
' penyusunan peraturan perundang—undangan dan bahan hukum
lainnya;
b ___:pelaksanaan pengembangan dan kelja sama s1stem Jarmgan
' dokumentasi dan mforma31 hukum

_c._.:pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data tentang
. peraturan perundang—undangan dan bahan hukum lainnya
secara sistematisasi dan otomasi.

Pasal 488

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

a.. Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan
b. Subbagian Sistem Janngan Dokumentasz Hukum

c. Subbagian Acln:umstraﬂ Keb13akan Mahkamah Agung

?asal 489

(1) Subbagian Penyusunan Naskah Perundano undanvan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan
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penyajian bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
dan bahan hukum lainnya.

(2) Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasx Hukum mempunyzu
tugas melakukan penylapan bahan pengembangan dan kerja
sama sistem jaringan dokumentasi dan mformam hukum

(3) Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengolahan data
tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
lainnya secara sistematisasi dan otomasi dalam rangka
penyiapan bahan keszakan Mahkamah Agung '

Bagian Hubungan Antar Lembaga mémpunyai “tugas
melaksanakan penyiapan hubungan ketja sama dengan instansi
pemerintah atau kelembagaan negara lainnya dan melaksanakan
tata usaha Biro. SRR

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
490, Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan hubungan kexja sama dengan
instansi pemenntah/lembaga negara R

b. pelaksanaanpenylapan bahan hubungan keqa sama dengan
organisasi kemasyarakatan

i

c. pelaksanaan urusan tata_usaha_ Biro.



Pasal 492 o

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdm dari :

:a Subbaolan Hubungan Lembaga Negara

"b Subbaglan Hubungan Organlsa51 Kemasyarakatan dan
Orgamsa31 Profesi; -
Subbaglan Tata Usaha Bn:o

Pasal 493

(1) Subbaglan Hubungan Lembaga Negara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan hubungan kerja sama dengan
instansi pemerintah/lembaga negara lainnya.

;(2) Subbagian. Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan

-...-Organisasi. Profesi mempunyai. tugas . melakukan penympan
. -bahan hubungan kerja sama dan organisasi. kemasyarakatan
dan profesi.

(3) Subbagian Tata Usaha biro mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha Biro.

~ Pasal 494

Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi mempunyai tugas
pengelolaan, pengembangan dan. pembinaan perpustakaan
pengadilan serta layanan informasi kebijakan Mahkamah Agung
melalui sarana elektronika maupun sarana dokumentasx

" Pasal 495
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

494, Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi mempunyai
fungsi :
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a. pelaksanaan pengelolaanidanp‘engembangan perpustakaan;
b. pelaksanaan pengelolaan penerbitan; . . ..
¢. pelaksanaan pengelolaan data dan layanan informasi;® -

Pasal 496
Bagian Pepustakaan dan Layanan Informasi terdiri dari i+
a. Subbagian Perpustakaan: - Lo el

b. Subbagian Penerbitan; _
¢. Subbagian Data dan Layanan Informas;, B

Pasal 497

(1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
pengadaan bahan pustaka serta penyiapan bahan pembinaan
dan pengembangan perpustakamn pengaditan,

(%) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melalaukan penerbitan,
reproduksi, penjilidan serta penyebarluasan bahan
perpustakaan dan bahan hukum lainnya baik melalui fediz
cetak maupun media elektronik..

(3) Subbagian Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
hukum dan peruhdangrundan_gan_sel'ta__ bahan hukum lainnya.

Bagian Pemeliharan Sarana Inf_or;nati_k_a_'_ipc;ﬁpi;ny_'ai_{mgas
melaksanakan penyiapan bahan pemelih_a;rz_;ag jgﬁngqgi:____sis_ge__m dan
perangkat keras informatika serta pemberian_"_.d_ukungan_ pada
pengguna, : :



_ - Pasal’ 499 -
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal
498, Bagian Pemeliharan Sarana Informatika mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penylapan penyusunan rencana dan program
teknologi informatika;”

b. pelaksanaan: penyiapan: bahan sistem jaringan informatika
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan
Peradilan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pemeliharaan perangkat keras
informatika.

Paszﬁ 500
Bagian Pemehharan Sarana Informatzka terdm dari :

a. Subbaglan Penyusunan Rencana dan Program Teknolog1
Informatika;

b Subbagmn Pemehharaan S1stem Jarmgan Informatika;

c. Subbagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika.
Pasal 501

(1) Subbagian’ Penyusunan Rencana dan Program Teknologi

Informatxka mempunyaz tugas melakukan penylapan bahan
* penyusunan rencana program teknologi informatika.

(2) Subbagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemehharaan
“sistem Janngan mformauka EE R

(3) Subbagmn Pemehharaan Perangkat Keras Informatika
'mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemehharaan
perangkat keras informatika. -
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P:isal 02

Bagian Pengembangan S1stem Informatlka mempunya1 tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan ‘rencana program serta
pengembangan sistem’ aplikasi dan’ teknolocr1 1nf0rma31 dan
pemberian dukungan kepada pengguna - '

Pasal 503'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

502, Bagian Pengembangan Slstem Informatika mempunyai

fungsi : R

a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program serta
pengembangan sistem aplikasi;

b. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan pro gram serta
pengembangan teknolocn informasi; T

c. pelaksanaan penympan blmbmgan teknis 51stem aphl{asz ‘dan
teknologi informasi bagi pengguna.

| }?asal%d» B
Bagian Pengembangan Slstem I11f0rmat1ka terchn da;m

a. Subbagian Pengembangan Sistem Aplikasi;
b. Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi; .. =
c. Subbagian Bimbingan Teknis. |

Pasal 505

(1) Subbagian Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyaitugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana.dan pro-
gram serta pengembangan sistem aplikasi. . =



(2) Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program serta pengembancan teknolocrl informasi.

(3) Subbaglan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis sistem aplikasi dan
teknologi informasi bagi pengguna.

Bagian Kesembilan
Biro Umum

Pasal 506

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dan pembinaan
keamanan, urusan tata usaha, ramah tangga, pembinaan sikap
mental di lingkungan Mahkamah Agung,

Pasal 507
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
506, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan tata usaha di lingkungan Mahkamah Agung;
b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan/sarana prasarana;
¢. pelaksanaan pembinaan bina sikap mental pegawai;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro.

Pasal 508

Biro Umum terdiri dari :
a. Bagian Keamanan;
b. Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung;
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Bagian Rumah Tangga ;
Bagian Urusan Dalam;
Bagian Bina Sikap Mental;
Kelompok Jabatan Fungsmnal

e A O

“Pasal 509

Bagian Keamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan
keamanan di lingkungan Mahkamah Agung

Pasal 510
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal '
509, Bagian Keamanan mempunyai fungsi :
pelaksanaan koordinaéi k'eazr'ianan' punpman 3_ )
pelaksanaan urusan pengamanan pimpinan; _' -
pelaksanaan urusan pengamanan hngkungan o

L A

pelaksanaan urusan pengamanan khusus

Pasal 511
Bagian Keamanan terdiri dari :

a. Subbagian Keamanan Pimpinan; -
b. Subbagian Keamanan Lingkungan; .
c. Subbagian Keamanan Khusus.
Pasal 512
(1) Subbagian Keamanan Pimpiﬁaﬁ mempunyai tugas melakukan
pengamanan fisik pimpinan dan tamu penting. ..
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(2) Subbagian Keamanan Lingkungan mempunyai tugas
melakukan pengamanan fisik bangunan dan perlengkapan serta
menjaga ketertiban kantor Mahkamah Agung.

(3) Subbagian Keamanan Khusus.mempunyaz tugas melakukan
penegakan disiplin serta berhubungan dengan instansi terkait
dalam rangka mengantisipasi ancaman teroris.

Pasal 513

Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung mempunyai tugas
melaksanakan urusan tata usaha di lingkungan Mahkamah Agung.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagazmana dimaksud daiam pasal
513, Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan surat menyurat;

b. pelaksanaan urusan kearsipan;

c. pelaksanaan bahan urusan pengetikan, penggandaan,
pencetakan dan penjilidan,

Pasal 515
Bagian Tata Usaha Terdiri dari ;

a. Subbagian Persuratan;
b. Subbagian Penggandaan dan Percetakan;
C. Subbagian Agenda dan Pengiriman.

Pasal 516

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat.

240



(2) Subbagian Penggandaan dan Percetakan mempunyai- tugas
melakukan pengetikan, penggandaan, pencetakan dan
penjilidan kantor. :

(3) Subbagian Agenda dan Pengiriman mempunyai tugas
melakukan pengagendaan dan pengiriman surat.

Pasal 517

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan
keprotokolan dan penyediaan akomodasi pengakutan peqalanan
dinas serta ketatausahan Biro. S

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pasal 517,
Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan keprotokolan dan akomodasi;

b. pelaksanaan urusan angkutan dan perjalanan dinas;. . -

¢. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 519

Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

a. Subbagian Protokol dan Akomoda51 _
b. Subbagian Pengangkutan dan Peljalanan Danas
c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi.

Pasal 520

(1) Subbagian Pmtokol ‘dan Akomodasi mempunya1 tugas
melakukan urusan keprotokolan dan akomodas1 keg1atan



; (2) Subbaglan Pengangkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai
- tugas melakukan pengurusan kendaraan dan perjalanan dinas
pimpinan dan pegawai Mahkamah Agung.. - = .

(3) -Subbagian  Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas
melakukan dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi.

‘Pasal 521

“Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pengadaan
~dan pengelolaan sarana dan prasarana di hngkungan Mahkamah-
Agung. - |

Pasal 522

Dalam: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
521, Bagian Urusan Dalam mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengaturan penﬂadaan barang dan- _}asa sesuat
kebutuhan; = IR : : _

b. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan’pendistribusian
barang;

¢. pelaksanaan penyusunan daftar 1nventans dan proses
penghapusan barang; S ST :

d. pelaksanaan pemehharaan dan perawatan peralata.n -
“ Pasal 523

Bagian Urusan Dalam terdin' dari :.

a. Subbagian Pengadaan dan Penghapusan
b. Subbagmn Penym}panan dan Penchstnbuszan
¢. Subbagian Pemeliharaan dan Perawa;an

242



Pasal 524

(1) Subbagian Pengadaan dan Penghapusan mempunyai tugas
melakukan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa di
lingkungan kantor Mahkamah Agung

(2) Subbagian Penylmpanan dan Pendlstnbusx mempunym tugas
melakukan penyimpanan dan distribusi barang dan j jasa serta
inventarisasi barang di hngkungan Mahkamah Agung

(3) Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan mempunym tugas
melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, serta
fasilitas kantor lainnya di lingkungan Mahkamah Agung.

Pasal 525
Bagian Bina Sikap Mental mempunyai tugas melaksanakan urusan
pembinaan rohani, kesehatan, dan kesejahteraan.

-~ Pasal 526 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
525, Bagian Bina Sikap Mental mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan pembinaan rohani dan sosial peoawai

b. pelaksanaan urusan kesehatan dan kesejahteraan pegawaJ
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 527
Bagian Bina Sikap Mental terdiri dari :
a. Subbagian Rohani dan Sosial;

b. Subbagian' Kesehatan dan Kesejahtexaan
¢. Subbagian Tata Usaha Biro.
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Pasal 528
(1) Subb'agian Rohani dan‘ Sosial mempunyai tugas melakukan
~ urusan pembinaan rohani dan sosial pegawai '

(2) Subbagian Kesehatan dan Kesejahteraan mempunya}_ tugas
- melakukan urusan kesehatan dan kesejahteraan pegawai.

(3) Subbagzan Tata Usaha BII'O memepunyaz mgas melakukan
. urusan ketatausahaan ero

* Bagian Kesepuluh
Kelompok .}abgt_g;;:_ylmgsioaai

Pasal 529

Kelompok J abatan Fungsmnal mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
-berdasa_rkan peraturan pemndang-undmwan yang berlaku

' ?asal 530

¢y Kelompok Jaba.tan Fungsmnal terdm dari sejumlah jabatan
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. |

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pada pasal ini
dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Urusan Administrasi.

(3) Jumlah jabatan fungsional iersebut pada ayai (1) pada pasal
ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan
perandang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugasnya para Direktur Jenderal, Kepala
Badan, Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal,” Kepala- Biro,
Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Sekretaris-Badan, Kepala
Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kelompok Jabatan
Fungsional dan Kelompok Kerja wajib menerapkan . prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai
dengan tugas masing-masing. '

Pasal 532

Setiap pimpinan satuan Grgamsam wa_]lb melaksanakan
pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila ter_]ad1 peny1mpangan -agar. mengambﬂ
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 533 |
Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat
Mahkamah Agung bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan,

Pasal 534 B

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsmnal waj1b
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada



atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

Pasal 535

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satban organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih: lanjut dan untuk memberikan petunjuk
~kepada bawahan. -
“Pasal 536

- Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang
‘secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugasnya sctiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 538

(1) Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan laporan berkala
. kepada Ketua Mahkamah Agung.
(2) Para.Direkiur Jenderal dan Kepala Badan menyampaikan
- laporan berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
(3) Para Sckretaris Direktur Jenderal/Badan, Direktur, Tnspeltur,
Kepala Pusat dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala
kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
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(4) Para pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat
struktural yang membawahinya.

BAB IX
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
~ PEMBERHENTIAN

Pasal 539

(1) Sekretaris Mahkamah Agung adalah Jabatan struktiral eselon Ia

(2) Direktur Jenderal dan Kepala Bada.n adalah jabatan struktural
eselon La.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur,
Inspektur, Kepala Pusat, dan: Kepala Bn‘o adalah Jabatan
struktural eselon ILa. s

(4) Kepala Subdirektorat, Kepala: Bidang dan Kepala Baglan
adalah jabatan struktural eselon Ifl.a.. .. - ...

(5) Kepala Seksi, Subbidang dan Kepala Subbagxan adalah Jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 540

1) Sekretaris Mahkamah Agung dxangkat da:a dlberhenukan oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung ,

(2) Direktur:Jenderal dan Kepala Badan, dlanUkat dan
diberhentikan oleh Premden atas usul Ketua Mahkamah
Agung. : o

(3) Sekretaris Duektorat }enderai Sekretans Badan Dlrekmr
Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Subdirektorat,
Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala
Subbidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Mahkamah 'Agung. -



BAB X
ERTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 541
Sekretaris Mahkamah" Agung dapat membentuk kelompok-
kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan menunjuk juru

bicara Mahkamah Agung berdasarkan penugasan dan petunjuk
Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 542

Apabila terjadi perubahan atau pembentukan propinsi/kabupaten/
kota, maka pembagian tugas unit kerja yang dibagi berdasarkan
wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan dalam
keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala
Badan yang bersangkutan setelah mendapat persetu}uan tertulis
dari Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 543
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan Tata
Laksana Perkara Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana
Perkara Pidana, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara
Perdata Agama, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara
Pidana Militer dan Tata Usaha Militer, Direktorat Pranata dan

Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara berkoordm351 dengan
Kepamteraan Mahkamah Agung
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BAB X1
PENUTUP

Pasal 544

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Kesekretariatan Mahkamah Agung menurut keputusan ini
ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 545

Dengan berlakunya Feputusan int , maka ketentuan yang mengatur
mengenai Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal
Mahkamah Agung Nomor MA/PANSEK/002/SK Tahun 1986
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat
Jendaral Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, teralhir dengan Keputusan Panitera Sekretaris Jenderal
Nomor MA/PANSEK/013/SK/VI/Tahun 2002, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 546
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2006

SEKRETARIS KAMAH AGUNG RI

-

Drs. H. Moch. Rum Nessa, SH, MH.
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